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BAB I
PENDAHJSULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan dewsese ini, bahwa perekonomian meng-
alami perkembangan sejeslan dengan laju pembangunan, Ke-
hidupan sehari-hari mssyarskat tidak terlepas dari ber-
bagai macam kebutuhan baik yang bersifat produktif maupun
kXonsumtif, sementara pendspatan masyarakat tidak mencukupi
untuk gemenuhi ksbutuharn %erssbut, dz2lam k2adaan demiXian
banyak anggota masyaraskat meminjam uang untuk memenuhi ke-
kebutuhannya tersebut.,

Untuk membantu masyarakat tersebut, banyak lembags
perkreditan yang menyediakan dazna, Perum Pegadaian adelzh
salsh satu di antaranya sebagai penunjang pembangunan.

Pada Perum Pegadaian, jenis benda/barang yang dapat
digedaikan adalah :

1. Benda bergerak yang berwujud,
2. Bends bergersk yang tak berwujud, seperti
a. Piutang yang berbentuk surast tonder, seperti saham
tonder, '
b. Piutang yang berbentuk order, seperti wesel,
Ce. Piutang atas nama,
d. Hak oktroi.

Untuk jelasnya dalam pasal 1152 XUHPerdata di atur

mengenel lembaga gadai sebagali berikut :




"Hgk gadai dari kreditur belum terbentuk dengan ada-
nya perjanjian gadai, tetapi barulsh  terbentuk
kalau perjanjian gadsi itu diikuti oleh penyershan
barang gadai kepada kreditur atau kepada seorsang
ketiga yang telah disetujui bersama oleh kreditur
dan debitur"”.

Menurut peraturan tersebut syarat mutlsk dsalam per-
Janjian gadai adalah sebagsimana yang telah  disebutkan
dalam pasal 1152 KUHPerdata.

Mengenai syasrat sshnya perjanjien gadei ada perlunya
melihat pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam buku-
nya (Hukum Benda, 1975 : 99)sebagai berikut :

a. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini

(Pand Overeenkomst). Perjanjian ini  bentuknya
dalem KUHPerdata tidek dinystskan epas-apa oleh
suatu bentuk yang tertentu. Artinyas perjenjian
biasa diadskan secars tertulis itu bisa diadakan
dengan akte notaris (merupakan akte outentik) bi=-
sa juga diadskan dengan akte dibawah tangan.

b. Syasrat kedua, barangnya yang digadaikan itu harus
dilepaskan/bereda di luar kekuasamn sipemberi ge-
dei (inbezitstelling). Dengen lain kata barang-
nya itu harus berada deslam kekuasasan sipemegang
gadai. Bshkan ada ketentuan dalam KUHPerdata bsh-
wa gadai itu tidek sah jika bendanya tetap berada
dalam kekuasasn pemberi gadai.

Dengan demikian, suatu gedai dapat dianggap sah jika
didahului dengsan perjanjian antara kedua belsh pihak serta
barang yang digadsikan dilepasken dari pemberi gadai  ke=
dslam kekusssan pemegang gadai.

Di dslem kegiatan gadai, khususnya yang dilakukan
pada Perum Pegadaian tidak seluruh barsng tergadai pemberi
gadei menebus barsng gadsinya tepat pada waktunya. Jika

hal tersebut terjadi mske pihak Perum Pegadeian akan me-

lakukan eksekusi/lelang terhedsp barang/benda pada wektu=-



nya untuk pelunasan piutangnys.

Dalam praktek pelsksanasn eksekusi, pihask Perum Pe-
gadaian menentukan dan mengadsksn sendiri parate eksekusi
dengan membentuk suatu panitia yang terdri dari Kepala Ca-
bang, pemegang benda jaminan, seorang sekertaris dan se-
orang juru teaksir yang terdiri dari pegawai Perum Pegadai-
an yang bers;ngkutan.

Dengan demikian, parate eksekusi atau lelang yang
dilskssnskan oleh Perum Pegadaisn adalsh merupakan hak Pe-
rum Pegsdaian bersangkutan dan bukan merupakan wewenang
Kantor Lelang Negara atau Pengadilan Negeri maupun oleh
pihak Kantor Psnitian Urusan Piutang Negara (PUPN).

Walsupun demikian tidak berarti bahwa dalam kegiatan
Perum Pegadaian tidsk ada campur tangan pemerintah sama
sekali, untuk melindungi kedua beleh pihak yaitu pegadaian
dan pihak pemberi gadai maka juga pihak pemerintah ikut
serta Khususnya dalam hubungsn pekreditan ( pendanssnnya )
agar benar-benar pemakaian dana tersebut dapat  memberi
fungsi sosisl yang besar terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana berlakunya peraturan
perundangan yang berlaku pada Perum Pegadaian khususnya
delam pelaskssnaan eksekusi, maka penulis tertarik untuk
memilih judul : "PROSES EKSEKUSI DALAM HAL PERJANJIAN GA;
DAT PADA KANTOR PERUM PEGADATAN CABANG PARE PARE"

1.2 Permasalahsan

Perum Pegadaian sebegal salah satu lembaga kredit



yang memberikan pinjamsan berdasarkan hukum gsasdai  telsh
berusaha memberikan pelayanan sebaik—ﬁaiknya melalui kane
tor-kantor csbangnya yang tersebar hempir di seluruh Indo-
nesia, khususnya pads kantor Cabang Kotamadya Pere Pare.
Agar pembahasan ysng dilakukan dalam skripsi ini da-
pat lebih terarsh, meka masalsh yang timbul dirumuskan se-
bagai berikut :
a. Sampai sejauh mana pelaksanaan parate eksekusi pada
Kantor Perum Pegadaian Cabang Pare Pare.
b. Tindakan-tindakan apa yeng harus dilaksanaken oleh
pihak Perum Pegadaian dalem pelaksanaasn Parate Ekse-
kusi.

1.3 Metode Penelitian
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan bagi  pe-

nyusunan skripsi ini digunakan metode penelitisn  sebagai

berikut :

1. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dilskukan dengan jalan mengadakan
telaah terhadap beberapa bshan pustaka @ yang erat
keitannya dengan permssalahan yang dibshes dalam
skripsi ini; Telash pustska yang dilalcuken diharap-
kan dapat melengkapi data yang diperoleh dari pe=-
nelitian 1apangén.
Adapun study dokumen pads Perum Pegadaisn adalah pe-
ngumpulen data yang dilskukan diharapkan dapat me-
lengkspi data yang diperoleh dari penelitian pustaka




maupun penelitian lapsngan.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilskukan pada Kantor Perum Pe-

gadaian Cabang Pare Pare, dan mengadaken wawancara

kepada kepala Cabang dan seslah seorang dari debitur.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi menjadi limas bab

yaitu :

Bab 1.

Bab 2.

Bad 3.

Beb 4,

Pendshuluan yang mengemukakan tentang latar
belakang masalsh, permasalahan, metode pe-
nelitian den sistematika penulisan.

Tujuan Umum Mengenai Gadai, Dikemukakan bebe-
rapa pengertian ysitu pengertian tentang per-
Jjanjian gadai, pengertian eksekusi,subyek dan
obyek perjanjian gsdai, hek dan kewajiban pem
beri gadai, hak dan kewajiban pemegang gedai
dan kapan berakhirnya perjanjian gadai.
Pragktek Gadai Menurut Rumaeh Gadei Pemerintegh,
adalah sebagai berikut ! sejarah pegadsian di
Indonesia, tata cera perjenjian, bunga dan
biasya~bisya yang berkaitan dengan perjanjian
gadai, tata cara penebusannya dan eksekusi
terhadap debitur yang wanprestasi. |
Proses Pelsksasnasn, pada bab ini pembahasan-
nya adalah sebagei berikut :

Syarat-syarat eksekusi, pemberitahuan ekse-

kusi dan pelaksanasn ekselkusi.







Bab 5. Penutup yang mengemukaskan kesimpulan dan sa=

ran=sarale.




BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI GADAI

Gadai atau pand menurut KUHPerdata merupeskan beagian
dari suatu bentuk perjanjian hutang piutang yang dijemin
dengan benda, ini terdapat dan tumbuh berkembamg dalam ma-
syargkat.

Pengertian secara umum adalah meminjsm uang dengan
Jjaminan yang berujud benda. Bentuk yang semacem ini  di=-
kenal dslam masyarakt Indonesia. Hal ini mungkin karena
proses perjanjiannya yang tidak meleakukan prosedur yeng
berbelit-belit dan syarat-syarat yang mengikat bagi para
pihak ringan dan s=derhana.

Dalam Kitab Undeang Undang Hukum Perdata tentang ga-
dai diatur pada bagian hukum benda yaitu pada suku II bab
XX pasel 1150 samapai dengean pasal 1161.

Pgsal 1150 KUHPerdata berbunyi :

Gadai adalsh suatu hak yang diperoleh seseorang ber-
piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan ke-
padanya oleh seseorang berutang atau seseorang lain
atas namanya; dan memberikan kekuasaan kepada siber-
piutang itu untuk mengambil pelunasan dari pada orang-
orang berpiuteng lainnya,; dengan kekecualiasn biaya un-
tuk menyelamatkannya barang itu digadaikan, bisya-biaya
mana didshulukan,

Deri defenisi tersebut di atas dapat ditarik pe-

ngertian gadai :
1. Gadai adalsh suatu hak ates barang bergerak.
8. Yang mempunyal hak gadai adalah sipemegang gedai.

5. Barang gedei adalah barang bergerak yang diserahkan
oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.




4, Barang tersebut adalah sebagai barang jaminan atas
hutang yang diperjanjikan bersama.

5. Pemegang gadsi dapat sebagai pemilik barang tersebut
atau kuasa dari orang lain atas namanya.

6. Pemegeng gadsi diperkenankan untuk menjual  barang
tersebut sebagai pelunasan hutang apabila pemberi
gadali tidak melunasi hutangnye.

7. Kalau pemberi gedei banysk mempunyai hutang kepade
orang lain maeka pembayarasn terhadaep pemberi gadai
lebih didahulukan.

Berdasarkan pada pasal 1150 KUHPerdata tersebut,nya-
ta bahwa gadai hanys merupaksn perjanjian accessoir arti-
nys sebagaimana yang dikemukakan oleh J.Satrio dalam buku-
nya (Hukum Jaminan; Hak-Hak Jaminan Kebendsan, 1991 : 110)
sebagai berikut :

Gadsi diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan
Jjaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang
pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian  hutang
piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gasdai
mengabdi kepada perjanjian pokonya.

menurut Sri sSoedewi Masjchoan Sofwan dalam  bukunya

(Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok=Pokok Hukum Jaminan Dan

Jaminan Perorangan, 1980 : 37) mengartikan sebagai ber-
ikut @
Senantiasa merupeksn perjanjian yang diikuti dengan

perjanjian pokok, mengabdi pada perjaenjian pokok.
Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas maka pe-

nulis dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian accessoir

itu adalsh perjanjian gadai tergantung dari adenya suatu




perjanjian pokok, yaitu suatu perjanjian uteng piutang yang
dijamin dengan hak gadai.

Benda sebagai jaminannya diserahkan penguasasnnya ke-
pada penerima gadai dan penerima gadai diberi hak untuk me-
ngambil pelunasannya manakala debitur wanprestasi dari ba-
-rang jaminan tersebut secara didshulukan daripada orang-
orang berpiutang lainnya serta biaya-biaya yang telah di=-

keluarkan olehnya untuk menyelamatkan barang tersebut.

2.1 Pengertian Perjanjian Gadai

Dalam perjanjian gadai atau perjanjian apa saja Se=
lalu ada dua pihak atau lebih yeng berhadapan satu dengan
yang lainnya. Mereka saling mengemukakan serta  menentukan
hak dan kewajibannya, dalam perjanjian itu timbullah kata
sepakat yang menjadikan suatu perikatan di mana masing-ma-
sing pihak akan mematuhi hal-hal yang dikehendaki dalam
perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian gadai atau menurut hukum gadai ter-
dapat dua pihak yaitu pemberi gadai atau penggadai dan pe-
megang gadai atau penerima gadaie.

Penggadai atau pemberi gadai yaitu pihak yang menyerahkan
barang sebagai jaminan atas utangnya maksud untuk mendapat-
kan pinjaman uang, sedang pemegang gadai yaitu pihak yang
mempunyai hak gedai terhadap jaminan barang sampai diserah-
kan atau ditebus kembali oleh penggadai. Dalam hal ini
Perum Pegadaian sebagai penerima gadai atau pemegang gadaie.

Perjanjian gadai merupskan perjanjian lanjuten atau
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disebut perjanjian accessoir dari perjanjian pinjam me=
minjam uang, atau perjanjian hutang piutang sebegai per-
janjiean pokoknya. Perjanjian delsm hal ini sdalah menyerah-
kan berang bergerak oleh pemberi gadai kepada pemegang ge-
dei untuk dipakai sebagai jaminan, |

Apabila hutang itu sudsh dilunesi maka dengan sen-
dirinya hak gadaipun skan habis atau akan hapus di mana ba=-
rang jaminan gkan dikembalikan oleh pemegang gadai  kepada
pemberi gadasi. Sebaliknya pada szat yang telah  ditentukan
ternysta pemberi gaedei tidak melunasi hutangnya, meka tim=-
bul hak begi pemegang gadai untuk mengeksekusi  barang-ba-
rang jaminan tersebut untuk pelunasan hutang dan selebihnya

dikembalikan kepada pemberi gadali yang disebut kreditur.

2.1+.1 Bentuk Perjanjian Gadai

Pagal 1151 KUHPerdata menetukan bahwa perjanjian ga-
dai dapat dibuktikan dengan segala yang diperbolehkan bagi
pembuktian perjanjisn gedai, artinya bshwa perjanjian geadai
dapat dilakukan secara lisan, atau tertulis. Kalsu dilaku-
kan secara lisan harus disertai dengan glat-alat bukti
lain, misalnya saksi-ssksi, pengekuan dan lain-lain. Sedang
bile dilakukan secara tertulis meka diterbitkan suastu akte
baik akte outentik (resmi) ateu akte dibawah tangan. Dalem
perjenjian gadai antara Perum Pegadaian dengan pemberi ga-
dai atau kreditur dibuktingan dengan diterbitkannya  surat
gadal yang kini disebut dengan surat bukti kredit (SBEK),

yang merupakan sustu tende penerimesen  terhsdap barang
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Jjaminan yang diserahkan oleh nagssbah kepada Perum Pegasdai=-
an. Dan setelsh nassbsh menerima surat bpkti kredit (SBK)
maka timbul hak-hask dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam surat bukti kredit (SBK) tercantum selain ke=-
terangan tentang nams dan slamat pemberi gadai serta jelas
barang yang digadaikan, juga beberapa ketentuan-ketentuan/
syérat—syaret perjanjian gadai tenteng hak dan kewajiban
pemberi gadei ateu nasabah yaitu :

1. Ketentuan tenteng suku bungsa

2. Ketentuan waktu lelang

3. Ketentuan tentang pengembalian usng kelebihan dari

hasil eksekusi (lelang).

Telsh diuraikan di atas bhwes hsk gadei baru timbul. psada
saat dilakukan penyershan barang jesminan, apabila Dbarang
tersebut masih dalam kekussaan pemberi gadai (nasabah) ma-
ka hak gedei belum ede yang asda hanyalah perjanjiesn pemin-
jamen usng saja (perjanjisn hutang piutang).

Perjanjiesn gadai juga merupaskan perjanjian kebendaan
di mana berpiutang memperoleh sebuah hak kebendaan atas
sebuah benda bergerak yang oleh berhutang ateu orang lein
diberikan kepedanya sebagai jaminan terhadap pelunasan hu-
tang atau dengan kata sepakat di entera kedua belah pihak
dipegeng oleh orang lain. Dan untuk mengambil pelunasan

termasuk bunga dan biaya~biaya dari barang tersebut secare
didghulukan daripada orang-orang berpiutang lainnys, kalau

yang berhutang tidak memenuhi perjanjiannya.




12

Gadali adalah perjanjian kebendassn yang dibusat Se=
cara tertulis. Menurut pasal 1150 KUHPerdasta "Disershkan"
berarti di dalam kekuasaan berpiutang atau orang lain
yang memberikan uang, misalnya dengan pemberian benda da-
ri tangan berpiutang ateu orang lein yang oleh kedua be-
lah pihsgk disetujui sebagai barsng jaminan atau benda itu
lebih dari sebush diberikan sebagai gadai cukuplsh dengan
penyerahan surat gadai yaeng berssngkutan, agsr jelas bagi
orang-orsng lain yang akan memberikan pinjaman uang ke=
pada orang berhutang itu. Tidak demikiasn halnya apabila
gadai itu mesih berasda pada tangan si berhutang.

Kalau gaedai, itu bersglih dari tangan berutang ke-
tangan berpuitang, maka ia kehilangen hak gadainya ke=
cusli kalau hilang stesu dicuri orang. Sedang dalam ke~
jedian sehari-hari maeka ia mempunyai hak untuk . menuntut-
nya kembali. Selama benda gadei itu berada dslam pegang=
annya maka ia bertanggungjawab atas hilangnya barang yang
bersangkutan, akan tetapi ia memperoleh bigys-bisya yang

" dibutuhkan untuk memeliheranya dari berhutang.

Gadai (perjanjien gedei) merupskan perjanjisn lan-
jutan dari penjam meminjam uweng,; yang dimakeud dengan
pinjem meminjem uang yaitu suatu penyershan sejumlsh uang
oleh pemiiik kepsda pihak peminjam uang dengan maksud me-
mindahkan hak milik itu kepadanya dengan sysrat bshwa si

peminjam wajib membayar kembali sejumlah uang yang sama

ditambsh bunga kepada pihak yang meminjamkan. Tetapi di
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dalam peminjaman uang hak milik beralih kepada orang yang
meminjam dengan perjanjian, pihak yang meminjam itu akan
menggantinya sejumlah ueng same nilesinya atau dengan bu-
nga, karena yang dulu diterima sudsh habis dipaksi.

Mengengi pinjam meminjam uang ini diatur dalam tie
"tel III buku III KUHPerdata, paéal 1754 sampai dengan pa-
sal 1769 yang disebut dengan Verbuiklening. Suatu per-
setujuan dimana satu pihak menyerahkan kepada pihak yang
lain sejumlah uang atau barzng-barsng yang dapat diganti
dengan perjesnjian, dari pihak lain itu untuk kemudian ha-
ri mengembalikan kepada pihak kesatu sejumlsh uang yang
sama atau sejumlah barang-barzng yang sama nilainya dan
jenisnya. Ketentuan sejenis ini bukan ketentuan mutlak
akan tetapi kedua belah pihak leluasa untuk berjanji atau
mengadakan persetujuan uang atau barang-barang yang harus
dikembalikan dan juga akan lebih banyak dari jumlan yang
diberikan semula. Kelebihan uang atau barang yang harus
dikembalikan ini dapat dianggab sebagai suatu  pengganti
dari hak bahwa pihak yang pertama tidak dapat memzkai ba-
rang atau ueng dan oleh karenas itu tidak dapat memungut
hasil daripesdanya, maka ketidak adanya kesempatan men=—
dapat hasil ini'selayaknya harus diganti.

Di dalam lembaga gzadai khususnya rumah gadai pe=-
merintah pinjam meminjam uang ini sebagai bantuan yang
bersifat menolong kepada masyarakat yang tingkat sosial

_ekonominyz lemeh terutama kaum buruh, petani, pelasysn dan
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lain sebsgainys., Jadi tujuen deri rumsh gadai pemerintsah
ielsh untuk membentu masyarakat kecil ysng tingkat sosial
ekonominysa lemeh dan memberikan kredit dengan Jeminan
bends bergerak untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan bu-
nga relatif kecil yang dapat dibayar oleh masyarskt ter-
sebut. :
Gedai juge dupat digolongkan sebagsei pinjam meminjem usng
dengan Bﬁnga sedangkan pinjam meminjem uang dengan bungs
dapat dilihat dalam KUHPerdata pasal 1765 sampai dengen
pasel 1769. Di dalam KUHPerdata sendiri hanya memunszkine
kan suatu perjénjian pembaysran bunga, tidak membatasi
tingginya bunga itu, hanya menghendaki supaya jumlah bu-
nga itu ditulis delam perjesnjian hutang, alessn dari pe-
nentuan itu sekiranyas bahws seseorang berpiutsng yang me-
minjamken pembaysran bunge yang amat tinggi skan menyata-
kan sehingge dengan demikian tujuan dari ketentuan ini
ialsh uantuk mencegeh penarikan bunga yang terlalu tinggi.‘
Sanksi dari ketentuan ini harus dianggap bshwa apa-
bila bunga betul-betul skan dijsnjikan aksn tetapi secara
lisan saja, tidek tertulis meka perjanjian itu dianggap
sebagai perjanjian tanpa bungas. Adespun besarnyes bunga me-
nurut pasal 1767 KUHPerdats yang dijelaskan delam Lem-
baren Negaras No. 22/1884 sdelsh 6% setshun. Penetapan bu-
nga ini dibatesi oleh "Woeker Ordonantie 1938" stastblad
1938/524, daen berleku pada tanggal 17-9-1938 .ysug mene-
tapkan hskim lelussa untuk menetapksn atau membatalkan

atau menurunkan jumlah bunga yang telah diperjanjikan.,




Andsikata pembayaren bunge dijenjikan, maka bu

rus dibayar sempeil uang pinjsmsn pokok dibaysar

Dengan tidsk menyebutkan hsl pembayaran bunga, adelsh
membebaskan peminjam dari pembsysren bunga. Jaedi  dengean
bukti ini dianggap bahwa bunga juga sudeh dibayar.

Ads ketentuan behwa suatu pembayaran kembali dilekukan
oleh berutang terutsma harus dianggap sebagsi _pembayaren
bunga.

Kecuali dengen izin yang memberi pinjeman dianggsap
sebagai pembayeran pokok, dalam hukum adat dselam hal pe-
minjesm uang tidak menunjukkan banysk perbedsan dari per-
aturan KUHPerdata.

2.1.2 Dasar Hukum Yang Dipakai

Mengenai dasaer hukum yasng dipakei peda Perum Pe-
gadeien pade prinsipnya asdaslsh sasmes dengan pengertian ga-
dei yeng terdapat dalam KUHPerdates pasal 1150 sempai de-
ngan pasal 1160 KUHPerdata.

Hak gadai hapus apabila barangnya keluar dari ke-
kuasaan si penerima gedai, gpebila berang tersebut hilang
dari tangannya penerimas gadai ini stsu dicuri deri pads-
nya mekas berhsklesh ia menuntut kembali sebagaimena di-
sebutkan dalam pasal 1977 KUHPerdata, ayat kedua sedang-
kan epebilsa barsng gasdai didapat kembali hsk gadai diang-
gap tidak pernah hilang.

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas ma-
sih ads peraturan-peratursn yang dipaskai oleh Perum Pe=-

gedaisn yaitu :
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1. Ordonantie No. 131 tshun 1901
2. Staatblad No. 402 tahun 1903
3« Btastbled No. 794 tshun 1914 kemudian tshun 1917
Pegadaian di Jawe dan Masdura merupskan monopoli dg-
ri pemerintah dan |
4, Stestblad No. 28 Jo 420 tshun 1921 Pegadsia di se=-
luruh Indonesia dilskuken oleh pemerintah.
Pegadaian di Indonesia seluruhnya diselenggarakan
menjadi monopoli pemerintah hingge skhirnya pegangan dan
penyelenggaraan pegadaian diatur dalem staatblad No., 81
tahun 1928, yang sekaligus mengatur tempat kedudukan Pe-
gadaian Negara sebagei suestu Jawatan di dslem lingkungan
Departemen Keuangan.

- Jawatan Pegadéian Negara dengan staatblad No. 266
tahun 1930 dinystakan sebsgai perusehaan negara dalam ar-
ti pasal 21 IBW ( Indishe Bedrijven Wet ) yang berarti
bahwa kekaysan negera yang tertasnam dalam perusahasn ne-
gara pegadaian, di administrasikan terpissh deri  bagian
kekaysan negara lainnya. Selanjutnya dengan . Ordonantie
tanggal 26 Agustus 1933 staatblad 1933 No.?41 mulai tange
gal 1 Oktober 1933 lelang Pegsdaisn diselenggarakan oleh
Perum Pegadaian sendiri tidak oleh Kantor Lelang Negara.

Kemudian berdasarkan PP tahun 1961 No.178 meka Ja-
watan Pegadaian mulai tanggal 1 Januari 1961 dirubsh men-
jadi perusahaan Negars berdasarkan Undeng-Undeng No. 19/
prp 1960 kemudian pasda tenggal 10 April 1990 berubsh men=-
jadi Perum Pegsdaisn berdasasrkan PP No. 10 tahun 1990.
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Dalam masa kasbinet Dwi Kora, perusehaen negsra pe-
gadeian berads dalam lingkungen Depsrtemen Keuangan, se-
dang pelsksanaan tugas sehari-heri mengenei massalsh  yang
menyangkut Perum Pegedeian didelegasikan kepada Departemen
UP3 (Urusan Pendapatan Pembiaysan dan Pengawasan). Ber-
hubung dengan penghijauan kembali susunan Departemen Ke-
uangan delam rangka reorganosasi Kabinet Dwi  Kore  maks
berdasarkan Kepres No. 180 tahun 1965 mengubah susunan De-
partemen Keuangen terdiri dari :

1. Departemen Urusan Bank Sentral

2. Departemen Urusan Anggsran Negara
3. Departemen Urusan Iuran Negeara

4, Depertemen Perasuransian.

Maka Perusshaan Negars Pegsdsisn diintegrasikan ke-
dalam urusan bank sentrsl, sedangkan urusan pembigyaan
yeng selama ini masuk Departemen UF3 disatukan ko dalam
Departemen Urussn Anggaran Negers. Meskipun status hukum-
nya berubah-ubah namun prakteknya dalam melsksaneskan fung-
sinyas tetap seperti biasa.

Kemudian dengan terjadinya hyper inflasi padsa akhir
tahun 1965 yang diikuti tindskan moneter pemerintsh, maka
pegadaisn yang sumber dananys dari pemerintah modslnya su-~
sut dengan perbandingan 1000 ; 1, sehingga praktis tidak
dapat menjalankan fungsinya lagi.

Berdasarkan Kepres No. 76 tzhun 1967 kedudukan per-—

usahaasn Jawatan Pegadaian dirubah uenjadi

-

urusan Le—=
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merintah dalam lingkungan Departemen Keuangan , dan status
tersebut masih tetap berlesku hinggas sekarang.

Fungsi Pegadaian sejak semula adalah memberantas
lintsh derat ( Woeker bestrijding) dan dengan SK  Menteri
Keuangan No. B Kep 39/uk/6/1/1971, Pemerintsh mengerahkan
fungsi terscbut (Perum Pegadeian) ke tujusn-tujuan kredit
yang produktif sesusai dengen useha pemerintah dalam rang-
ka melaﬁsunakan pembangunar. Juga berdasarkan FYP No. 7
tahun 1969 Perusshaan Umum Negara Pegadaisn status hukum-
nya diubeh kewbali menjadi Jawatan Pegadaian dan . kemudian
berdasarkan PP No, 10 tahun 1990 berubah kembali menjadi
Perum Pegadaisn dan tetap berkedudukan dalam lingkungan
Departemen Keusngan.

Dalam surat keputusan Menteri Keuangan tersebut, ps-
sal 1 ditetapkan tahwa Perum Pegadian adalah unit  pelak-
ssnaan dan termasuk dalam lingkungan Direktorat Jendral
" Keuangan (Moneter), kemudian dalam pesal 2 ditetapkan bah-
wa Perum Pegadaian mempunysi tugas maembantu Mentri Keuenge
an Direktorat Jendral Keuangaen Moneter, dan Soetoyo me-
nyebutksn dalem bukunya(Orgenisasi Tugas Pokok Den Fungsi
Pegadaian Serta Perenannya Dglam Pembangunan, tanpa tahun:
35 ) sebagai berikut :

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan mengulurkan

kredit atas daesar hukum gadai kepada :
a. Para petani, Nelayan, Pedagang kecil,industri ke-~
Ell yang beraifet produktif.
b. Kaum buruh atsu pegawai negri yang ekonominya le-
maeh dan bersifat konsuntif.
2. Ikut serta dalam mencegah adanys ijon, atau pemberi-
an pinjaman yang tidak wajar, pegadaian gelap, dan
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praktek ribe lainnya.
3« Disamping menyalurkan kredit, meupun usshas lain yang
bermanfaat terutama bagi pemerintah dsn masyarakat.
4, Membing pola perkreditan supays benar-benasr terarah

bermanfaat terutames mengenai kredit yang bersifat
produktif den bila perlu memperluas daerah operasi-
nya.

Bentuk gadsi yang diadskan oleh pemerintsh sebenar-
nya bersifat semi antara gadai menurut KUHPerdata dengan
gedal menurut hukum adat., Oleh karena itu ada  persamaan

dan perbedaan.

Persamaannya :

Antara gadai menurut Perum Pegadaian dengaen KUHPer-
data ielash tentang obyeknya sama menyaungkub beoenda ber-
gerak. Jika dalsm wasktu tertentu barang tidak ditebus makas
barang itu dapat dijusl ateu dieksekusi (lelang) dimuka
umum dan kemudian uang tebusan diperhitungksn dengan uang

hasil lelang.

Perbedasnnya :

Bahwa menurut peraturan Perum Pegadaisn orang  yang
menggadaiakan hanya bertenggungjawasb sejumlaeh barang yang
digadaikan, jika seasndeinya berang gedai hilang atau hasil
penjualannya lebih kecil/kurang dari uang gadai make  ke=-
kurangan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pem=
beri gadsi melainkan menjaedi tangpung jawab Pegadaisn itu
sendiri.

Gadai menurut KUHPerdata jike ternysta hasail penjualan
barang lebih kecil deri jumleh gadai maka kekurangannya

itu masih merupaken tanggungan harta kekayasn debitur.
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Peransn dari gadai pemerintah ialash melalui berbsgai pa=
sang surutnya keadaan dan penggentian pemerintahan, pe=
gedsian telsh menjadi alst terpenting dari pemerintsh une
tuk memberikan pinjaman-pinjamen berdasarkan hukum gadai
kepada masyarakat luas dan untuk memberantas lintah darat,
Kerena jumleh pinjeaman kecil dan kegiatan terutema diarsh-
kan kepada rakyat kecil mgks timbul kesan umum bahwe pe=
ransn pegadeian adalsh pinjam meminjem uang yang bersifat
konsuntif wealsupun demikian ada petunjuk bahwa pandangan
yang demikisn terlalu sederhans., Di dalam pelsksanaannya
kredit pegadaian juga mempunysi peranan yang sifatnya pro-
duktif,

Peranan Perum Pegadaisn sekarsng ditugaskan dalam surat
keputusan Mentri Keuangan tanggal 20 Januari 1971 No. Kep
39/MX/6/1971. Bab II pasal 2 yasng menyastekan bshwa Perum
Pegadeian mempunyai tugas membantu Mentri Keuangan cq Di-
rektorat Jendrasl Keusngan., Jadai Perum Pegadaisn disamping
peranannya sebagai pemberantass lintah darat, pemerintsh
bermaksud mengareshksn peranannyas ketujuan-tujuan kredit
yang bersifat produktif sesuai dengan ussha pcmerintah da-
lam melaksanskan pembangunan,

Jadi delam hel ini tujuan deri gadei pewerinteh is=-
lah membantu maesysrakat yang lemeh dslam bideng ekonominya
dengan jslsn memberikan kredit dan dalanm jangka pendek ke-
pada raskyat yeng memerlukannys. Untuk menghindasrken  agar

supaya rakyat tidsask menjadi korben rentenir, linteh derat,
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gadei gelap dan lain sebagainya.
Untuk sehnys suatu perjanjian gadai sebegaimana pendapat
Tehir Tungadi dalam bukunya ( Hukum Benda, tanpa tshun :
68 ) sebsgai berikut :
Dilepaskannya barang gadei dari kekuasaan pemberi
gadsi, dan beradanya barng gadsi dalam kekuasasan pe=
nerima gadai.
Yang penting agar anggota masysrekat mengetshui dan me-
ngerti kultur hukum yang berlaku dalam masyarakat, selain
itu dihubungkan dengan pembinaan hukum nasional, diman di-
kehendaki hukum perdatas nasional yang berdasar hukum adat
dan berlasku bagi seluruh golongan rakyat.
Bagaimanapun juga caranya untuk menyelsraskan per-
aturan-peraturan tentang gadai yang berlaku itu semuanya
demi kepentingan masyarskat. Gadai sebagali salah sstu dari

jeminan perhutaengan itu benar-benar merupskan suetu  yang

dibutuhkean oleh masyarakat kita dewasa ini.

2.2 Pengertian Eksekusi

Apa yang disebut dengan eksekusi khususnya eksekusi

pada Perum Pegsdasian yang disebut dengan parate eksekusi

ada perlunya kita melihat pendapat para sarjene antara la-
in :

= Tghir Tungadi dalam bukunya ( Hukum Benda, tanpa

tahun : 80 ) sebagai berikut :

ﬁioqttnt menjelankan haknya tanpa perantaraan

Haklg, maka dikataken bghwa kreditur pemegang

gaedai mempunyai hak "parate eksekusi".

= Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunye ( hukum
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Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jeminan Dan

Jaminan Perorangan, 1980 : 32 ) sebagei berikut :
Para pemegang gadei dengsn adanya janji  untuk
menjual atas kekuasesan sendiri dapat melaksakan
heknya secara langsung tanpa melalui keputusan
hakim stau grosse akte Notaris.

- J. Batrio dalem bukunyas ( Hukum Jaminan; Hak-Hak
Jaminan Kebendaan, 1991 : 134, 135 ) sebagai ber=-
ikut :

Jika si berhutang atau pemberi gadai  wanpres-
tasi, maka penerima gadai berhak untuk menjual
barang gadal didepan umum menurut kebiassn dan
syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kre-
ditur, kalau debitur wanprestasi. Sejak saat
debitur wanprestasi, lshirlesh hak tersebut.
Pemegang gadei melzksanakan penjuzlan tanpa pe-
rantaraan Pengadilan, tanpa perlu bantuen Jjuru
sita. Pemegang gadei disini menjuzl atas ke=-
kuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk men-
Jual barang gadai tanpe titel eksekutorial di-
sebut parate eksekusi,

Menilik ke tiga pendapat tersebut di atas maka pe-
nulis depat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Suatu penjualan barang yeng dijadiken jaminan oleh
debitur, dan penjualan ini disdakan dibadapan umum atas
inisiatip kreditur, tsnpa adanya cempur tangan Pengédialn
Negeri maupun Kantor Lelang Negara, gunanya . pengembalian
uang kreditur yang telah dipinjam oleh debitur yang wan-
prestasi, dan kemungkinan debitur yang mempunyai barang
tersebut memperoleh kelebihan dari hasil penjualan barang
tersebut. Seperti telsgh diketahui bahwa hak gadai  akan
barakhir apabial hutang itu telah dilunasi, demikien Jjuga

hak gadai yang terjadi di Perum Pegadaian,setelsh pinjaman
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dan bunga dibayar maka bends gadei itu dikembalikan kepada
debitur yang mempunyai peinjaman tersebut,

Perjanjian gadai dapat diperpanjang jika jangka wak=
tu gadei yang telah ditetapkan telah habis, yaitu dengan
cara merombak atau mengadakan perjanjian baru dengan sys-
rat pemberi gadai tidek dapat menebus berang yasng digaedai-
kan tersebut setelah lewat waktu ysng ditentukan dalam su-
rat bukti kredit, meka kebijaksasnasn yang diembil oleh
Perum Pegadaian iaslah mengeksekusi (melelang) barang ga-

dai tersebut dimuks umum.

2+3 Obyek dan Subyek Perjanjien @adai

Obyek gadai adalsh semua benda yesng dspat dijadikan
Jjeminan dslam perjanjian pinjam meminjam uang. Misalnya
delam sebuah surat tunjuk yang digadaikan, maka dibutuhkan
selain endosemen juga penyershan surat dari  yang ber-
sangkutan., Mengenai surat tanpa nama diperlukan hanys pe=
nyerahan belska dan mengenai surat ini pemberitashusn ten-
tang pegadsian kepada siapa si pemberi gadei.
Kalau berhutsng tidek dapat membayar peda tanggal yeng te-
lah ditentukan berpihutang berhak menjusl benda gadsi itu
dimuks umum yang disebut parate eksekusi (lelang), dan da=-
ri hasil lelang ini diadekan perhitungan beserta bisya=-
bisya peratursn imi edslah mutlak tidek dapat diganti ée-
ngan peraturan yeng lein.

Dalam hal tidak ditetapksn ssat pembaysran tertentu
meke pelaksenasn hak gadai herus didshului dengan teguran
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Penerima gadai tidak boleh mengambil untuk dirinya peribadi
benda gadai itu,.

Apa yang disebut obyek gsdai menurut Kiteb Undang-

Undang Hukum Perdatea islah depet berupa surat-surat tunjuk
yeng apabila digadaikan maska diperlukan selsinnya endo-
sement, penyerahan suratnys.
Burat-suret tunjuk juga berupa benda-benda bergerak yeng
tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk dan surat-surat
bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihel penggadaian=-
nye kepeda orang terhadap siapa hak yang digaedaikan itu ha-
rus dilaksanskan,

Dapat juga obyek gadai itu berupa barang-~barang per-
dagangan, atau efek-efek yang dapat diperdagengkan di pasar
pesar bursa. Dapat juga prolongasi yang digadaikan biasanya
prolongasi berlangsung selasma triwulan. Benda-benda yang
digadsikan sdslah barang-barasng, saham-ssham dan  jumlgh
yang dipinjam adalah paling banyak 80% deri nilai gadei itu
Tetapi bila prolongasi berlangsung satu bulsn, jumlsh pin-
Jjaman paling banysk adalah 90% dari nilai benda gadai yang
terdiri deri saham-ssasham.

Obyek gadai delam rumah gadai pemerintah adaleh semua
benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan dalsm perjsnji-
an pinjam meminjam uang, daleam Perum Pegadaisn Pemerintah

khususnya Perum Pegadaian Cabang Pare Pare, sesuei dengan
penelitian dari tanggal 4 Mei 1992 sampai dengan 15 Mei

1992 yang peling banysk digsdaikan pihsk nassbah adalsh ba-

rang-barang perhiasan seperti emas.
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Dglsm rumsh gedai pemerintsh dikensl puls pengecualisn se=
bagaimana yang terdapat dalam ADP (Aturan Dasar Pegadaisn)
LN No. 81 tahun 1928 pasal 6 scbagal berikut

1. Barang yang jelas diberikan oleh pemerintah, barsng
ini hanys boleh diterima gadsinye apesbile pepsdai da-
pat membuktikan bghwe baresng itu sudsh menjadi milik-
nya.

2. Surat-surat huteng, surst skte, surat efek dsn lsin-
lain surat ysng berharga.

3. Binatang tsu tanamsn yang masih hidup.

4, Segala maskanan atau barang yang gsmpang membusuk.

5. Barang-barang amat kotor.

6. Barang-bersng yeng tidak boleh dimiliki atau tidak
boleh dibawe kelain tempat apabila tidak ada ijing
benda ini hanya boleh diterims gadsinya spasbila surat
ijin dapat diperlihatksn serta apsbila berdasarkan ke
terangen polisi hal tersebut tidek dilarsasng untuk di-
lelsnge.

7. Barang yang karena amat besarnya tidek dapst disimpan
di Pegadaian,

8. Barang ysng mudah menyals atau terbakar.

9. Barang yanz berbau busuk serta bareng ysang mudah me-—
rusakkan barang lain apabila di simpan uer: me

10. Barang yang hanys berhargs sementars weaktu saja atau
herganys yang naik turun saja atsu yang karena secua-
tu sebab tidsk bisa dinilai oleh pegawai pegadaian.

11, Barang yang skan digadaikan oleh orang yang mabuk,
orsng yang kursng ingstan atsu orang yang tidak bisa
memberikan keterangan ysng jelss tentang barang yang
digedaiken itu.

Subyek gadei sdalsh pada prisipnyas ada dua pihsk yang
terlibat didelamnya ysitu debitur dan kreditur yang telah
sepskat deslem perjenjien kredit dengan hak gadei.

Mengenai pekerjaan sehari-hari Perum Pegedaian diatur oleh
Kepale Perum Pegsdsian dengan berpedoman pada Anggaren Da-
sar Pegadaian (ADP), dsn Buku Tata Kerjes Pegadaian (ETP).
Di dalem ADP dan BTP ini diatur tentang tate kerja Perum

Pegwdoian serts cars penerimsesn don pemberisn kredi Ce-
P . 3 = : ;
ada Perum Pegezdeian semus orang yany sudsh dianggap

dewasa boleh seju mencadskan pergeaiglen Xredit atau pingam



26

meminjam ueng dengsesn hek gedei. Barang itu milik sendiri
atau dikussakan kepads oreng lain stau atas nasmenys dise-
rahkan pasda penerims gadai. Bsreng itu kemudian ditaksir
oleh juru taksir dan setelah juru taksir menaksir maka pe-
minjam ueng akan menerims uang dari kasir, dan perjenjian
ini skan dituangkan dalam surat bukti kredit (SBK).

Di delam surat bukti kredit ini disebutkan nama penerima
gadei, nema pemberi gasdai, eglesm@t pemberi gadai, besarnya
benda gadai, jumleh pinjaman, jangka wektu pinjaman, suku
bunga, tabel bungs dan uang kelebihan jika berang itu di-
eksekusi (lelang).

2.4 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
Hek pemberi gsdai adalsh :
1. Menerime uang pinjaman.
2. Menerima kembegli barsng setelsh ditebus.
5. Menerims kembali uang gedai, jika ada kelebihsn Juel
lelang dari barsng jesminan debitur yang wsnprestasi.
Bersng yang digaedeiakn tidak dapatoditebus sebelum waktu
yeng telsh ditentukan menurut pasal 21 ADP.

Kewajiban deri pemberi gadai adaslsh membsyar keumbali
sejumleh uang pinjaman dan bunganys dan menggenti kepada
penerima gadei (berpiutang) segala biaya yang berguns dan
perlu untuk pemelihsrasn berang gadai yang telsh dikeluer=
kan oleh pihsk penerims gadei (ei berpihutang) guna  kese-
lamatan barsng gedei seperti yeng distur delam passl 1157
KUHPerdsta.
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2.5 Hak dan Kewsjiban Pemegang Gadai

Dalem memberikan pinjsman, Perum Pegedaiasn (penmegang
gadai) mempunyai hak-hsk dan kewajiban.
Hek dan kewajiban dsri pemegang gedal secperti dikemukakan
Mariem Darus Bsdrulzsmsn (Bab-beb Tentang Credietverbend,
Gedei Dan Fiducia, 1987 : 74) sebagai berikut :
Haknys :

1. Menolsk bende ysng digadsikean, karena tidak boleh di-
terime sebagal bends gedai, ateupun dengan alasan
yveng tidek disebutken Undeng-Undeng (pssal 6 (2) ADP)

2. Menetapkan jumlah usng meksimum yesng dapat dipinjeam
kepads peminjam.

3. Bendas gadai oleh pejebat gadei disangka sebepaili ben-
da yang diperoleh pemberi gadai dengan jeslan tidek
menurut hukum. Hzl ini menunjukkan bahwa ADP memper-
hatikan masalah wenanz menruaani pemberi podnid,

Kewajibannya :

1. Menyimpen bende gadai dengzn beik, sehingge tidak
rusak atsu nilainys tidek turun.

2. Menanggung kerusekan yang terjedei karens kebakaren
atsu sebab-sebab lsin ysng terletak dalam batas ke-
wajiben menjaga deri pejabat pegedaeian, tetapi  jirs
benda gadai turun nilsinya akibat tidek mendapat pe=
rawatan tiap-tiap hari, pemilik tidsk berhak minta
ganti rugi.

Jikas terjadi kerusaksasn atsu kebskaran den lsin sebagsinya,
ysng menetuan kerugisn adelsh Perum Pegadaian, Ganti ko-
rugian itu adalsh 125% deri nilei yang tercontum dalem su-
rat gedai itu.

Tetapi apsbila yang mempunyai barang gadai itu mau
menerimenys kembali barangﬂya yeng telah rusek meka ia akan
mendapet genti rugi yakni buveng ples 1256 dari nilsei ba-
reng tersebut,

Dalam hsl ini untuk menentukan'kerugiun tidak berdasurkan
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besarnya pinjaman tetapi berdasarkan atas nilai barsng je=-

minan tersebut,

2.6 Berakhirnya Perjanjian Gadai

Sebab-sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya su-
atu perjanjian seperti dikemukskan Tahir Tungadi (  Hukum
Benda, tanpa tahun : 73, 74 ) sebagai berikut :

1. Karena hapusnya perikatan pokok,

Ini adalah akibat daripads sifat accessoir hsk gadai.

2. Karena pelepesan hak gadai dengan sukarela.

3. Karens musnshnya barang gadsi (hilang).

4, Karena percampursn, yaitu hak milik dan hak geadsai
berada dalam satu Eangan.

Se Apgb@la barang gadai keluar dari kekuasaan sipenerima
gadai.

6. Apabila kreditur menyalshgunsken barang gadai ( pasal
1159 ayat 1 KUHPerdsta ). Pada umumnye kreditur tidak
berhak memakai atau menikmati bareng gadai, sehingga
tiap pemakaian dapat berakibat, bahwa debitur berhsak
menuntut kembali bareng gadai t Berbeds dengan gadsai
menurut Hukum Adat ).
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Staatblsed tshun 1930 No. 266, yzitu Pegedeian di=-
rubah statusnye menindi Peruschann Negore (PI) dee
lam arti pasal LBW.

instruksi Mentri Keuangasn RIS tanggel 31 Januari
1950 No. 18153/K. merupakan Pegadeisn Jawastsn Fede-
ral.

Keputusan Presiden Republik lndonesia tahun 1955 No
180, yaitu Perusshaan Negara regadaisn di inte-
grasaikan dalam Departemen Urusan Bank Sentrsl.
Keputusan Presiden Republik lndonesia tszhun 1967 No
76, yeitu rerusahaan Negara Pegadaisn menjzdi Uru-
san Departemen Keusngan Republik lndonesia.
Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 jo Undang- Un-
dang No. 9 tahun 1969 Jawatan Pegadaian diubah men-
jedi Perjan Yegedesian.

rYeraturan Yemerintah No. 10 tahun 1990 Perjan re-
gadasian diubeh menjadi Perum Pegadaian, ini  untuk
meningkatkan sfektivitas dan produktivitas Pegadai-
an.

Dengan surat keputusan Mentri Keuangsn Republik Ine

donesia No. Kep.?9/MK/B/1/1971, Perum Pegsdaisn yany sec-

karang ini di bawah pengawasan Dirjen Moneter Lalam Negri

pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Demikianlsah

sejarsh singkat mengenai Perum regadaisn di Indonesia.

gadsi

Mengenai pengertian gadai menurut peraturan rumah

Pemerintah pads prinsipnyz szms dengan pengertian

gadal sebageimana yang terdspat dzlam KUHYerdsta, yokni
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“Gadal adalah suatu hak yang diperoleh seorang ber-
piutang atas suatu barang bergerak, yang disersh-
kan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh se-
orang lain atas namanya, dan yang memberikan kuasa
kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan
dari barang tersebut secara didahulukan dari pada
orang-orang berpiutang lainnya; dengen kekecualian
biaya untuk melelang barsng tersebut dan bisya ya-
ng telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah
barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di-
dahulukan, (pasal 1150 KUHPerdata )".

Dasar hukumnya adalsah Anggaran Dasar Pegadaian(ADY)
dengan 8. 1928 No. 81, kecuali apabila hal-hal di dalam
ADP tidsk diatur maka berlaku ketentuan-ketentuan yang
ada dalam KUHPerdata yaitu dalam buku III tentang per-
janjian umum.

Kemudien mengenai dasar untuk bekerjanya Perum Pegedsian
yaitu dengan S. 1928 No. 81 yang disebut dengan Anggaran
Dasar Pegadaian (ADP), PP No., 7 tahun 1969 dan surat ke-
putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/MK/I /
1971, serta Buku Tata Pekerjasan Pegadaian Negara yang di-
keluarkan oleh kepala rerum Pegadaian Negara tanggal 5
Sebtenber 1958 No., 020/1/40, sebagai pelsksanaannya yakni
tentang tatas cara pemberian kredit den penerimaan barang

jaminan dari masyarakat.

3.2 Tata Cara Perjanjian

Mengenai pekerjaan sehari-harinya Perum . Pegadaian
diatur oleh Kepala Perum Pegadasien dengan berpedoman pada
Anggaran Dasar Pegadaian (ADP) dan Buku Tata kerja Pe—

gedaian, Di dslam ADP den BTP ini diatur _tentang tata



cara penerimaan dan pemberian kredit.

Adapun prosedur memperoleh kredit pada Perum Pe-
gadaian menurut; Husodo, Kaceb Perum Pegadaian Pere Pare,
( wawancara, tanggal 5 Mei 1992 ) sebagai berikut :

1. Calon nasebah datang ke loket pensksir dan menyerah
kan berang yang akan di jaminkan.

2. Setelsh barang diteliti mutunya, lalu ditsksir har-
%gggggarkan taeksiran tersebut, ditetapken berapa
uang pinjamen yang dapat diterimah oleh nassabah.

3« Proses memperoleh pinjaman biasanya lebih kurang
dari 15 manit, tanpa dibebani biaya apapun,.
Perjanjian pinjem uang dengan hak gadai pada Perum

Pegadaian Pemerintgh tidsk dapat dilakukan secara lisan,
melainkan harus tertulis. Untuk masing-mesing benda di=-
adakan sebuah Surat Bukti Kredit (SBK), dan dapat juge
delam SBK itu disebut lebih dari sebuah barang gadai de-
ngan ketentuan golongan barangnya harus sama.

Besar kecilnya pinjesman yesng diberikan kepada de-
bitur tergantung beser kecilnys nilai dari benggungannya.
Untuk menerima barang jaminan hutang itu berdssarkan de-
ngan Surat Edaran (SE) Kepala Ferum Pegedeian No. 7 tashun
1979 yaitu harga barang yang digadaikan menurut ketentuan
harge pasar, dengaen nilai maksimal 60%, Jjika barang yang
agak leme nilainya kurang dari 60%.

Benda gadai dibedaskan dalam 4 golongan menurut be-
sar kecilnya jumlah pinjaman, yaitu @

1. Golongan A, ueng pinjaman i 2,500,- samapai dengan
R 20.000,~- dan tenggang waktu kredit 7 bulan.

2. Golongan B; ueng pinjesman B 20.500,~ samapai dengan
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fp 40.000,~ dan tenggeng waktu kredit 7 bulan.

3. Golongan C, uvang pinjamen [y 40,500,~ sampai dengen *
B 150.,000,~ dan tenggang waktu kredit 4 bulan.

4, Golongen D, uang pinjaman R 151.000,- sgmupal de=-
ngan untuk sementara Rp 1.500.000,~ dan tenggsng wak
tu kredit 4 bulan.

Mengenai cara melever barang gedai dilakukan dengen
penyerahan nyata antara nassgbah dengan Perum Pegadsian.
Penyershen itu dilakukan pade saat penandatanganen surat
bukti kredit. Jadi mulai adanys hsk gadai adz padae hari
dan tanggal surat bukti kredit ditandatangani, artinya
bersamaan dengan peleveran begrang gadal dengan penanda-
tanganan surat bukti kredit itu,

Obyeknys ialah semua barang-barang bergerak, dengan
beberaps péngecualian sebsgaimana yang teleh  ditentuksan
oleh pasal 6, ADP yaitu sebagel berikut :

1. Barang milik negsra.

2. Surat-surst hutang, surst akte, suret efek dan lain
lain surast yang berhargs.

3. Binatsng atau tenaman yang masih hidup.

4., Segala makanan atau barang yasng gempang mambusuk,

5. Barang-bsrang yang amat kotor.

6. Barang-basrang yang tidak boleh dimiliki astau tidak
boleh dibawa kelain tempat apa bila tidek ada isin;
benda ini hania boleh diterima gadainya apabila su-
rat isin dapat diperlihatkan serta apabila ber-
dasarkan ketersngan polisi hal tersebut tidsk di=-
larsng untuk dilelang.

7. Barang yang karens smat bessrnya tidak dapet di-
simpan di pegaedaian.

8. Barang yang mudsh menyala atau terbakar.

9. Baranngang berbau busuk serts barang yang mudah
:g;:s;am;n bareng yang lain epabila disimpan ber-

10. Bareng yang hanya berharga sementars waktu saja
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A

stasu yang berhsrgs naik turun ssja atau yang kerena
sesuastu sebab tidak bisa dinilai oleh pegawsi pe -
gadgian.

Barang yang skan digadaikan oleh orang yans nabuk,
orang yang kurang ingatan, orang yans; tidaek bisa
memberikan keterasngen yeng jeles tentong bareng
yeng digadeiken itu,

Husodo, Kacab Perum Pegadsian Pare Psre (wawancera,

tenggal 5 Mei 1992) sebegei berikut :

Di delam praktek, maka bende-benda gasdei itu ter-
diri dari emas, permsta, kain, jam, sepeda, barang
peceh beleh, resdio, tape recorder, sepeda motor,
yang usiesnya tidak boleh tus dari 5 tshun. Bmas dan
permata berharga disimpsn di dalsm tempat khusus.

Tentang cara menentukan bessrnya pinjaman yang akan

diberikan tergantung pada golongan gsdai. Untuk golongan

A dan B deberikan 80% dari nilai, pgolongen C 89% deri ni-
lainya dan golongan D diberiksn 85% dari nilainye.
Misalnya :

Golongan A : Harga kain & 25.000,-

Nilainya = B 25.000,- x 60%
= B 1.500,~-

Pinjaman yang diberikan :
=R 1,500, x 80%
= R 1.200,-

Golongen B : Hargs jam tangen i) 15.000,-

Nilainyas = B 15.000,- x 60%
- & 9.000,-
Pinjeman ysng diberikan :

=t 7,200,-
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Golongan C : 15 gram emas a # 9.000,-
Nilainys = 15 x fp 9.000,-
= R 135.000,-
Pinjaman yang diberiksn :
= B 135.000,~- x 89%
= R 119.150,-

Golongan D : 40 grem emas a fp 9.000,-
Nilainya = R 9.000,- x 40

= fp 320.000,-
Pinjamsn yang diberikan :

= [y 320.000,~ x 85%

= R 272.000,~

Jadi untuk menentukan golongan mans bareng yang
skan digadaikan itu setelah ada ketentuan besarnysas pPine-
jsman yang diperoleh,

Di dalsm memberi pinjamasn, Perum - Pegadaian  mem=
punyai hak dan kewajiban-kewsjiban sebagaimena yang di-
kemukakan, Mariam Darus Badrulzamen ( Bab-bab Tentang
Credietverband, Gsdasi Dan Fiducia, 1987 : 74 ) sebagai
berikut :

Hak-haknya :
1. Menolak benda yang digadaikan, karena tidak boleh
diterima sebagai benda gadai, ataupun karena slasan

isgg‘tidak disebutkan undang-undeng (pasal 6 ayat 2

2. Menerapkan jumlsh maksimum yang dipinjem kepada pe-

3 ?éndam% deien bol
- térum Fegedalsn boleh menclak barang gadai karena
di duge diperoleh pemberi gadai dengag Jalen -

langgar hukum.
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Kewajibannya :

1. Menyimpsn bends gadei dengan baik, sehingges tidek
rusak astsu nileinys tidak turun.

2. Menanggung kerussken yang terjsdi karena kebakeran
atau sebab-sebab lain yang terletegk dalam batass ke=-
wajiban menjaga deri pejebat pegedeien, tetspi jiks
benda gadai turun nilainya akibat tidak mendspat
perawatsn tiap-tiap hari, pemilik tidsk berhek min-
ta ganti rugi.

5. Benda gadai hilang stau pussk atau terbzkar,

Jika terjsdi kerusaken, kebakaran dan lain-lsin
yang menentukan kerugian adslah Peruwm regadalan,

Ganti kerugisn itu 125% dari nilsi ysng tercantum pada
surat gadai/bukti kredit itu.

Dglam hel ini barang tersebut haerus ditebus etau untuk
membayar hutangnyes dan bunganya sempa2i dengen hari pe=
nebusan gadai tersebut. Jadi untuk menentukan kerugian
tidak berdssarkan atsu besarnya pinjesman, melainksn ber—
desarkan atas nilsi dsri barsng jaminan yang terdapat da-
lam surat perjanjian/akta perjsnjian gadsai itu,

Kemudisn apasbila surst gadesi (suart bukti kredit)
hileng stsu kursng jelas lagi tulisannya, sedang nesssbsh
ekan menebusnya, maka cars untuk mendapatkan gurst gadsi
yang baru sebagsi gentinya, Husodo,Kacab Perum Pepedulan
Pare Pare mengatakan ( wawancara tangzal 6 Mei 1992 ) sic-
bagai berikut :

Mints surat keterangan deri kctus RT dan RW di tem-

pet di mane nasabah bertempat tinggal yang ne-

herangkan bshwa nasabeh pada tanggel, bulan dan ta-
hun gefian menggaduikan barengnys di Perum Pegadai-
ala u

an, m sur itu juga harus puls ditentuken ujud
barang dan besarnya pinjaman.

Surat keterangan itu dibswa dan ditunjukken kepada
pejabat pegadasien dimsnzs nasabah itu mengead oikan
berangnya. Juga berlsku terhadap tulisan yeng  ku-
rang terang dibece atau kursnug jelas, ‘
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Dengan demikian maka pejabat pegsdaian askan meme=
berikan surat baru ( surat turunan ) sebagsi peng-
ganti surat gadai yang hilang.

3«3 Bunga Dan Biaya-Biaya Yang Berkaitan Dengan Perjanji-
an Gadai

Besarnya bunga yang berhubungan dengan pinjaman,
terdapat perobahan-perobahan menurut kondisi ekonomi me~
sysrakat. Suku bungs ini ditetapkan atas dasar golongan
barang gadel yaitu tergantung besar kecilnya kredit yang
diberikan.
Ketentuan bunga itu ade 2 jenis antara lain :

1. Untuk golomgan A dan B besarnya 3% pesda setiap bu-
lannya, dihitung setiap 15 hari besarnya satu ge-
tengah persen.

2. Untuk golongan C dan D besarnyes 4% setiap bulannya,
perhitungannya 2% setiap 15 hari.

Mengenai jangka waktu kredit untuk golongan A dan B  se-
lgma 7 bulan, sedang untuk golongan C dan D selama 4 bu-

lan. .
Sistem bunga yasng dipungut adalsh sistem 15 hari,
30 hari, .4% hari, 60 hari dan seterusnya hingga maximum
180 hari.Dengan ukuran berhitung 15 hari, maka apebila
barang gadai ditebus pads hari yasng ke 16 mzka jumlah bu-
| nga yang dibayar adalah 3% untuk pinjsman golongan A dan

B; dan untuk pinjsman golongan C dan D 4%, Jadi kalau ma-

suk hari yang ke 16, maka termasuk perhitungan untuk 30

heri dan begitu seterusnys. Bunga tidak bulanan, walaupun
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dihitung berdasarkan bulan (kalender). Bunga dibayar psada
saat pinjsman dilunasinyas.

Adespun bungs yang ditarik oleh Perum Yegadazian di=-
gunakan untuk

1. Gaji/honorarium pegswai.

2. Bisya perlengkapan pasds rumah gadei, umpsmanys un-—
tuk pemeliharaesn gedung.

3. Bisya untuk perawatan/pemelihsrasn/pengomanan ba-
rang gadei.

4, dsn lain sebagsinys.

Tujuan daripade rumah gadai pemerintah adslah untuk
membantu masysrskat dengan memberikan pinjaman yang be-
rupasa hask gedei. Mska ketentuan bungs hendaknya disesuai-
kan dengan situasi den kondisi ekonomi delsm masyserckat,
serta prosedurnya yang tidsek menyulitkan dan pelayanan
yang baik pades masyarakat ateu pada pare nasabsahnya.

Di semping itu pinjeman yang diberikan hendaknys dise=
suaiken/diseimbengkan dengan kebutuhan agar beban mereks
untuk mengembaliksn dikemudian hari. Dengen hsl ini dapat
menghindarkan mereka lari kepads renbener, lintah darat ,

gadai gelap dan lain bentuk praktek riba dalam messysrskst

3.4 Tata Cara Penebusan
Dalem hal pelaksanasan tata cara yang dipakai  oleh
Perum Pegadsian apsbils pemberi gadai skan menebu: barang
yang dijesidikan jeminan sdaleh sebsgail berikut :
1, Setiap saat uang pinjemen deapot dilunasi tanpa ha-

rus menunggu h: "isnya jangko waktu,
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2. Untuk melunasi uang pinjsman, SBK dibaswa keloket
pembantu kasir ( juru uang ) untuk dihitung/ dite=-
tepkan bunga pinjamen.

3. Selenjutnya SBK dengen uang pinjeman den bunga yang
telah ditetapkan tersebut dibaws keloket kasir, dan
nassbah akan mendapatken kitir (sobekan SBK) untuk
mengambil bsrang jeminannya di loket = pengambilan
barang.

Oleh karena banysknya berang yang skan ditebus maks
untuk menghilangkan kekeliruan barang yang telah dikeluar
kan dari gedung dan diletekkan pasda loket penebussn bg=-
rang, maka debitur ysng ingin mengambil barangnya me-
nyerahkan kitir tersebmt kepaeda petugas barang-barang un-
tuk dicocokkan, setelah cocok semus maka berang telsh si-
ap untuk diserahkan pada yang bersangkutan.

Mengenai penebusan, petugas pegadsian harus teliti
deslam memeriksa surat bukti kredit, harus diperiksa me-
ngenai asal SBK, bulan penebusan, No., SBK, Dan juga di=-
perikda pula spaksh nomor-nomor SBK itu tidak tertulis
dalam daftar-daftar yang memuat:

1. Nomor barang gadei yang telah diberi surat hilang.

2. Nomor-nomor barang yeng ditarik deri lelang ( ten-
tang bulan-bulan yasng telah disclesasikan ).

3, Nomor-nomor permulsan dsn nomor penghasbisan dari

barang-berang yang sudah diselesaikan untuk di le-

lang.
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3.5 Eksekusi Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

Beperti diketahui hak gadei menurut KUHPerdsta zkan
berakhir spabila huteng dilunasi, begitu puls hak gwadai
yang terjadi pada Perum Pegsdsisn Negeara.

SBetelsh pinjeman den bunganya dibayar, maka benda gadeil
itu dikembaliken kepade peminjamnya ( pemberi gadsai ).
Yerjanjian gadsi dapat diperpanjang jiks jangka waktu ga=-
dei itu sudsh habis, dengan cers merubzh atau mengadakan
perjanjian yang baru, dengan syerat nasabah harus e M
bsysr bunganysa.
Yang dimaksud dengan mengulangi gadai islsh :

1. Dengan menyicil uang pinjsman.

2. Dengan menebus sebagian.

3. Dengan mintas tambshan uang pinjaman,

Mengenai uang pinjsman yang dibayar secare cicilan
oleh nasabsh, penyicilan dibolehkan depgan winimum 20 ¥
dari pinjeman den setiap penyicilen ekan diperbaharui su-
rat perjanjian kredit.

Jika terjadi suatu perubshan nilai mats uang  maks
caras penebusannya dengan memakesi uang lama, Jjika rugi
akan ditanggung semusa oleh Perum Pegadaian. Maksud demi-
kisn itu adelah ager peminjamnyas itu tidak dirupgiken, hsal
ini sesuai pula dengan tujuan pemberian kredit untuk mem-
bantu yang lemah ekonominysa.

Jika nssabsh tidek bisa menebus barsng gadai se-—

telah lewat waktu yang telsh ditentukan dalem surat bukti
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kredit, maka dikstakan is melaskukan "wanprestasi".la slpa
atau lalai atau inkar janji. Atau juge ia wmelanggar per-
janjian, bila ia melskuken ateu berbuat sesuatu ysng ti-
dek boleh dilekukannya.

Subekti, dalaem bukunya ( Hukum Perjanjisn, 1985:45)
menyebutkan wanprestasi seorang debitur dapat berups co-
pat macam, sebsagai berikut :

1. Tidgk melskukan apa yang disanggupi akaen dilakukan-

L ﬁgiaksanakan epa yang dijsnjikannys, tetepi tidek
sebegaimana dijenjikan.

3. Melakukan apa ysng diperjanjikennya tetapi terlem-

b gg;;kukan sesuatu yang menurut perjanjian tidsk bo-
leh dilakukannya.

Debitur wanprestasi, maka Perum Pegadeian mengambil
kebijaksanaan ialah melelang berang jaminan di muka umumn
atas inisistip kreditur,

Untuk syarat dan pelsksenaan lelang ( parate cksee
kusi ) ini penulis skan jelaskan serta ursikan psda  bab
selanjutnya agar supaya lebih terperinci dsn jelas, kg-
rena hal ini masalsh yang penulis tekankan dalam judul
skripsi ini.

Adspun maesalsh yang mungkin akan timbul dalam prek-—
tek gedai yaitu adenya peminjam hsnyes boleh membayar bu=
nganya saja atau dengan mengangsur Jjumlah pinjaman. Dalam

hal demikian skan timbul susastu masalah yaitu spabila ba-

rang yang seharusnya ditebus pads tanggal yang telesh die

tentukan, tetapi debitur hanye akan membaysr bunganya sa-

Ja, apabila harga berang mengslami penurunsn maka pihak
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pegadaian akan mengalami kerugian, sebab barasng yang dulu
digadaikan laku dengan harga tinggi, kemudizn  harganya
turun.

Jika pemberi gadai tidsk meau menebus barangnya ka=
rena merasa rugi untuk itu pihak pegadaian harus memper-
hitungkan sebelum memberikan uang pinjesmen dengan Jjalan
hanya 1/3 deri harga barang tersebut untuk mnenghindari

kemungkinan tersebut.



BAB IV

YROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI

4.1 Syerat-Syerat Eksekusi

Eksekusi yang digunskan pada Perum Pegadsian adalszsh
yang disebut dengan parate eksekusi, dan mengenai parate
eksekusi pengertiannya telah diterangkan dalam Beb II pa-
ds skripsi ini.

Syarat untuk melsksanaken parate eksekusi (lelang)

barang ysng digadaikan ialah apabila batas waktu telah
sampai hari parate eksekusi tidsk juga ditebus atsu tidak
diperpanjang/diperbasharui lagi pinjaman itu atau sering
disebut dengan istilah menggadaiakan kembali,
Parate eksekusi ( pelelangan ) berdasarkan pasal 17 ADP
( Aturan Dasar Pegadaian ) dilskukan oleh Perum Pegadaian
sendiri tidak oleh Kantor Lelang, rationya karena FPerum
Pegadaian itu lebih mengetahui secaras mendetail daripada
balai lelang ( Kantor Lelang ) terhadap dan harga barang-
barang yang akan dieksekusi ( dilelang ).

Husodo, Kacab Perum Pegadaisn Pare Yare ( wawancara
tanggal 7 Mei 1992 ), mengatakan sebagai berikut :

“"Yang mengatur tentang tata cara parate eksekusi

( lelang ) adaleh Kepala Cabang Pegadaian dengan
dibantu oleh 3 orang pembantu, yezitu seorang pe-
naksir, seorang sekertaris dan seorang pemegang
barang gadei, ssdang Kepala Cabang sebagai  ketua
parateé eksekusi”.

Jadi kepala cabang merencanskan parate eksekusi dan ke-

pala daerah pemerintah menegaskannya tentang tata cara
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tersebut kemudian direglisir parate eksekusi barang ter=-

sebut.

4,2 Femberitahuan Eksekusi

Pemberitahuan eksekusi dapat dilihgt pads Buku Tata

Pekerjaan ( BTP ) Pegadaian pasal 26, sebagai berikut :

1. Tiap=tiap tahun sebelum tanggal 15 Pebruari, Xacah

24

harus mengirimkan KDP-nya Daftar Remcans '?anggal

lelang ( parate eksekusi ) di dalam twhun anggaran

yang akan datang rangkap 2. Selembar setelah dipe-
riksa KDP-nya, dikirim kembali kepada Kacab.

Di dalam daftar itu disebut juga bulan kredit dan

golongan A s/d D barsrng jaminan yang akan dijual

pada parate eksekusi itu, dengan mengingat bahwa :

- Golongan A dan B diparate eksekusi pads awal bu-
lan ke 7 ( bulan kalender ).

- Golongan C dan D diparate eksekusi pada swzl bu-
lan ke 5 ( bulan kalender ). Golongan 4 s8/dé D
terhitung mulai bulan pemberian kreditnya.

- Tanggal parate eksekusi antara tanggal 5 s/d 15
setiap bulan.

Sesudah XDP berembug dengan Kacab ( jika dianggap

perlu) secepatnya membuat daftar tanggal i¥htisar

parate eksekusi untuk dasershnya dengan memperhati-
kan hal=hal sebagai berikut : '

- Czbeng yang letaknya berdekatan satu dengan lain-

nya sedapat mungkin tidsk dizdakan. parate =2=kse=
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kusi pads tanggal yang sama
- Sedapst mungkin paraste eksekusi dilskukan psde hari
pasaran.
- Parate eksekusi tidsk diadaksan pads hari libur.
- Daglam bulan puasa, parate eksekusi sedepet mungkin
dilskukan sebelum lebaran.
- Tanggal paraste eksekusi boleh ditetapkan lebih dari
satu heri ( dalsm sebulan ).
Salinan daftar ikhtisar tersebut dikirim kepads  KDI
dan KPPP ( Inspektur Umum ).
Apabila dikemudian hari ternyats parate eksekusi ti=
dsk dapat dijslankan pads tanggal yang ditetapkan ma-
ka tanggal psraste eksekusi itu tidek boleh diajukan
tetapli harus diundurkean,
Jike semula telah ditetapkan, lebih dari satu hari
perate eksekusi dalam sebulan dan kemudian ternysta
bahwa sisa barang skan dilelsngkan sedikit, sehingga
hari-hari parate eksekusi dzpet dikurangi maka yang
harus ditisdakan ialah hari parate eksekusi yang ter=-
akhir,
Dalam parate zksekusi terakhir bulan itu, pembatalan
hari parate eksekusi itu harus diumumkan kepada para
pembeli parate eksekusi ( lelang ). Semua  perubahan

tanggal parafe eksekusi harus dilaporkan kepada KDI

lewat KDP pada permulaan bulan psarate
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bersangkutcn dengen disertal penjelasan sebabnyae.
4, Tanggal parate eksekusi harus diberitenuksn oleh
Kacab kepada psmong Preja/PULRI setempat den bila
dianggap perlu dimints bantuan kepadanya penjsgeaan
peda waktu parste eksekusi.
5. Tanggal parate eksekusi diumumkan dengan
- Tulisan pada papsan pengumuman sepuluh hari G-
belum parate eksekusi.

- Pengumuman dengzan melslui radio ( bila dianpgap
perlu ).

- Pemberitaluan oleh pegawai secara lissn pade 1lo=-
ket kepada orang yeng dstang di cabange.

- Pemberitshusn tertulis kepada orang yang 12 M=
punyai barang ( khusus golongan C dsn D ).

- Pemberitahuan tertulis kepads Jawaten penerangan
setempat.,

6. Apabila ada barsng berharga tinggi  yang okan di-
lelang ( diparaste eksekusi ), bsrsng ini sedapat
mungkin disebutkan dalawm pewberitahuan.

Adapun persiapan parate eksekusi (lelang) delam BIP  Pew
gadaian diatur pada passl 27 BTP Fepgadszsian sebunpeai her=-
ikut :

1. Yaling cepat tiga heri sebelum parate eksekusi, ba-
rang yang diparate eksekusi (kecusli bsrang C den D
dikeluerkan dsri tempat penyimpunhennys.

2. Apabila parate eksekusi disdakan lebih dari catu
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kali dslam setu bulen, maké Kacab memberitahuksn ke-
pada pemegsng gudang/penyimpan sampai nomor  berapa
yang harus dikeluarkan dari gudsng masing-masing un-
tuk dilelang setisp kalinya.

Barang ysng dikeluarksn ini menurut rubrik/ ribuan
diterima menurut jumlshnye clen suatu psnitis peme=-
riksaan barang kesep terdiri dari sacab atau wakil-
nye sebegsi ketua, seorang pegswail barang kasep dan
seorang pegawal penaksir keduanya seberail anggote
§ang ditunjuk oleh Kacab.

Untuk penerimaan barsng dari pemeror, rudans  jumlah
menurut rubrik/ribuan/golongan lebih dshulu dicocok-
kan dengan sisa, yeng untuk penerimsan itu penitis
membubuhkan tsnda tangen, sesudah pemegang frudang
membubuhkan tenda tsengen untuk penyershan berang ma-
ka ig boleh meneruskan pekerjaannya.

Oleh penitia diperiksa lebih dahulu semua nomor yang
mesih "“terbuka" ysng berssngkutan membubuhkan poris
mersh atau biru dibelsksng nomor itu.

Pgnitis lslu mencocokkan barzng itu deng an nomor
yeng masih terbuka. Juga diperiksa apakah bungkusan,
benaeng ikatan, kitir den jepitan barang ita" tidak
rusek. Apasbile ads perbedsan harus diperikss dimana
letak kesalshan itu, Nomor bareng itu ditulis dengen
tinte menurut rubrik di bsweh tisp petak ribuan/ ru-
briks/golongan ysng harus dibubuhkan paraf oleh ketua

panitia,
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Kemudian barang tersebut dicocokkan dengan keterang-
an pada’SBK dwilipat ( barang yang terbungkus pada
waktu itu dibuka ) serts kitirnyes digunting sedemi-
kian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja,nomor
ini lsalu ditempelkan ( diikat ) pada barang yang
bersangkutan. Untuk pemeriksaan ini penitis  membu=
bubhkan tanda tangane

Pada waktu inilah semua barang harus ditaksir lagi .
Taksiran yang baru ini ditulis pads abau dibelskang
SBK dwilipat. Pegawai barang kredit hsrus mengawasi
dengan sungguh-sungguh segala pemeriksaan pekerjaan
tersebut diatas, jika pekerjaan itu sudah selesai isas
membubuhkan tanda tangannya, untuk menyatakan bahwa
ia sudah menerima barang itu dengen baik, agar dapat
diperlihatkan kepada umum di dslam ruangan barang
kredit sebelum barasng itu dilelang.

Yada hari parate eksekusi barsng C dan D disershkan
oleh penyimpan kepasde pemimpin parate eksekusi, Pe=-
mimpin parate eksekusi ini membentuk suatu panitia
yang terdiri dari pemimpin parate eksekusi dan dua
orang pegawai ( dianteranys serendsh-rendshnys se-
orang penaksir atau pegawai yang sudah lulus kursus
Calon Penasksir ) sebagei anggota. Apabila terdapat
banyak barang C dan D yang akan dieksekusi, sehingga

pemeriksasan barang itu dapat dimulai sehari sebelum

parate eksekusi.
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6. Pekerjsan persiapan parate eksekusi barang Jaminan
C den D dilekukan seperti halnya dengan  pekerjaan
terhadap barang A dan B dengan tambahan sebagai ber-
ikut :

- Setelah barang diterima dari penyimpan dsn jumlah=
nya cocok, maka panitia lalu menandatangani untuk
penyershan.

- Tiap barang diperiksa apakash bungkusan, kantong
kitir dan jepitannya masih utuh, jika terdapat ke-
rusakan, penyimpan dipenggil untuk menyaksikan pe-
meriksaannys dengan keterangan pada SBK dwilipat.
Jika terdapat perbedaan, diselesaiken menurut ayét
9 den 10 di bawsh ini. Jika terdapst cocok penyim-
pan diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.

- Tiap nomor barang jaminan dicocokkan dengan nomor
urut yang masih “terbuks"”, sesudsh itu dibubuhi
tanda garis dengan potlot merah/biru dan jumlsh
yang terbuka ini dicocokkan dengen jumlsh barang,.

Selanjutnya nomor itu dicatat, untuk menyatzkan
bahwa Jjumlahnya cocok, pemimpin parate eksekusi
membubuhkan paraf fi.

- Isi kantong diperiksa dengan SBK dwilipat.Tsksiran
ditetapkan lagi berdasarkan peraturan taksiran
yang berlsku, sedangkan perhitungannya dicataet pa=
da helaman belakang SBK dwilipat dan kemudian di-
paraf oleh pemimpin parate eksekusi.

- Pemimpin pasrate eksekusi berkewajiban pula meme=
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riksa tanggal tergkhir dari bulan yang mendahului
bulan lelang ( pasal 21 ayat 38 ).

Kemudian bagian dsri kitir barsng yang menyatakan
jumlsh taksiran digunting. Sisa kitit itu (nomor)
dan barang dimasukkan dalam kantong atau diletak-
kan pada barang.

Barang disershksn oleh panitia kepada pemimpin pa-
rate eksekusi dan dimasukkan kedaiam suatu tempat
simpanan yang telah ditandatangani para anggota
panitia parate eksekusi, manjadi tangzung  jawab
pemimpin parate eksekusi itu sendiri.

Jika pada waktu pemeriksaan dimaksud di- atas ini
terdapat barang yang tidak cocok dengan SBK dwie
lipat yang bersangkutan atau terdapat benda  tak-
siran yang besar karena salah menggunakan peratur-
an atau tanggal terakhir dari bulan yang mendahu=
lui bulan parate eksekusi terdapat salzh tulis ma-—
ka barang tersebut tidak boleh disksekusi.

Tentang hal ini dibuat berita acara rangkap dua
yang ditandatangani oleh semua anggota panitia dan
pemegang gudang/penyimpan barang yang bersangkutan
setelah disaksikan kebenarannya oleh panitia.
Kejadian ini segera dilaporkan kepada KPPP ( Ins-
pektur Umum ) dengan melampirkan satu lembar be=-
rita acara itu kemudian barasngnya disimpan oleh

Kacab di dalam kotsk stau kantong yang diplobir




oleh sedikitnya dus orang ( sedspst mungkin anggo-
te panitis ). Jike tsksiran jesuh lebinh rendah dari
tsksiren lsme, sehingge ade kemungkinan menimbule
kan kerugian pada Perum Yepgsdaisn legara, maska ba-
rang tersebut tidak boleh diparate eksekusi,

Jikas dissngkas sdas perbuatan curang, maxa Kacab
herus mengambil tindakan yang perlu.

Apabila penyelidiksnnys membenarkan prasangka itu
Kacab harus segera mengsbarkan kepada KDP dzn tem-
busen surat dikirimkan langsung kepzda DI dan
KPrP ( Inspektur Umum ).

Sehari sebelum parate eksekusi EBK dwilipat dari
barang jesminan ysng sksn dileleng dicsbut deri ber
kasnya dan dijshit menjadi sstu pada sudut kiri
bagian stas. SBK dwilipat untuk parete eksekusi
ini tetap dipegang oleh Kacab/wakilnya. Apsbile
pada SBK dwilipat ada tulisan yang tidsk jelss ma=-
ka dibawah atau disebelsh belskang EBK dwilipat
itu dibuatkan penjelasan dengan potlot,

Bilamans sesudsh SBK dwilipat dijshit menjadi satu
ade pelunssan, meks pade SBK dwilipat yang bere
sangkutan oleh Kacab/wakilnys ditulis “DILUNASI"®
dan tanggsl pelunssan dicztat dengan mcumaksli  po-
tlot merah/biru.

Pada hari parete eksekusi, yaitu pagi-pagi setelah

Cabang dibuks, barang yang skan dilelang, kecuali
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C den D, oleh penjaga siang boleh dibawa ketempat
lelang untuk diperlihatkan pada umum, di bawsh pe=
ngawasan/tanggung jawsb barang kredit.

- Pada waktu parate eksekusi, pagawai barang kredit
terus menerus bertang jawab atas barang yang ada
di tempat lelang. Oleh karena itu umum dilarang
keras masuk di bagian tempat lelang yang khusus
disediakan untuk para pegawai.

Kepada Umum harus diberi keterangan yang diminta,
akan tetapi taksiran dzn nama nasabah tidak boleh

diberitahukane.

4,3 Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanazn Parate Ekesekusi ( lelang ) dalam  BTP

Pegadaian diatur pada pasal 28 BTP Pegadaian yang Dberisi

sebagai berikut :

1.

2e

Seperempat jam sebelum parate eksekusi dimulai, SBK
dwilipat (pasal 27 ayast 10) dan barang C dan D
yang akan di parate eksekusi ( lelang ) dibawa ke-
tempat lelang dibawash pengawasan Kacab sendiri  SBK
dwilipat parate eksekusi harus dijaga benar agar pa-
ra pembeli-tidak dapat mengetshui jumlah taksiran
dan uang pokok ( UP ).

Parate eksekusi harus dipimpin oleh Kacab sendiri.
Apsbila Kacab berhalangan, maka parate eksekusi bo=-
leh dipimpin oleh wgkilnya.

3. Pada waktu parate eksekusi, Kacab dibantu oleh
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pemegang kas, seorang pegawal sekertaris dan se-
orang lagi untuk penawer parate eksekusi.Jika sds=-
nya pegewai tidak cukup, maka pekerjaan ini boleh
dirangkap sebagai berikut : Kacab merangkap se-
bagai penawar psrate eksekusi dan pagawali  barang
kredit merangkap sekertaris.

Pada waktu parste eksekusi, pemegang kas  parate
eksekusi diwajibkan mencatet nsms para pembeli /
kongsi, jumlsh uang ysng harus dibayar, uvang muka
dari pembeli/kongsi yang telsh diterimanya, dalam
buku dafter yang telah disediakan terlebih dahulu
setelah selesai dikerjakan harus ditandatangani o-
leh pemegang kas yang bersangkutan den selanjutnys
disimpan.

Barang-barang harus diparate eksekusikan  menurut
urutan nomor SBK dwilipat.

renawar parate eksekusi (lelang) menyebut  dengan
suara yang Jjelas keterangen-keterangan yeng pendek
tentang barsng yang akan dijual, yaitu sesudsh ke-
terangan~keterangan itu dibacaken oleh pemimpin
parate eksekusi menurut SBK Dwilipat.

Barang kain, sarung dan sebagainya dibuks lipaten-
nya (dibebar) dan bereng lainnya diperlihatkan de-
ngan betul kepads umum.

Cacat dan ciri barang harus diumumkan pada  waktu

parate eksekusi untuk mencegah dikemudian hari.
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7« Pemimpin parate eksekusi herus mengewasi supaya ba=

rang-barang jangan sampai dijual terlalu cepat. Ke-
pada para pembeli harus diberikan waktu yang cukup
untuk menswar, skan tetspi waktu tersebut tidak bo=-
leh melambatkan pekerjaan parate eksekusi. Penawarsn
semapli dengan R.1000,00 harus dinilei dengan fp.10,00
ssmpai dengan Rp.5000,00 dinilai dengen RB.50,00, dan
penswerpan lebih dari R.5000,00 dinaikkan dengan
Rp.100,00. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi
penawearan ini disebut dua kali lagi oleh penawar pa-
rate eksekusi, kemudian ditanyakan kepada publik zpa
kah masih ada penawaran yang lebih tinggi, barulsh
harga penjuslen ditetapkan dengsn didshului perkate-
an "tigas kali".

Pada waktu parate eksekusi barsng tidek disukei ti=-
dak boleh didadikan satu dengan barang yang disukai
pembeli, karena jika dijadikan satu masna uang kele=~
bihan deri mesing-masing barang tidek dspat ditetap-
kan dan hHal ini akan dapat merugikan para  nasabeah/
pembeli barang yang bersangkutan.

Sebelum diparate eksekusi semua barsng jaminan bukan
dari emas, berlian dan paset harus diteksir lagi,
lihat pasal 27 ayat 1 s/d 4 dan 6, manurut peraturan

teksiran yang berlsku pesda wsktu itu, taksiran baru
oleh penitia dicetat peda SBK dwilipat atau padas ha=-
laman belekangnya.

= Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari vang
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tambah uang bungsh penuh tambsh 3% ongkos parate
eksekusi penjual, maka bareng itu harus dijual de=-
ngan harga serendsh-rendahnya sebesar uang pokok
tambah menurut teksiran yang baru tambah usng bue
nga yang penuh dari uang pokok menurut taksiran
yang baru tambsh 3% ongkos parate eksekusi penjual
dibulatkan menjadi rupish penuh.

- Pada setiap penjualan harus sudeh dimasukkan 3 %
ongkos parate eksekusi penjual, sehingga tidak a-
kan terdapat 3% ongkos parate eksekusi penjual
yang tidak diterima kembali (pasal 29 ayat 4).

Sebelum diparateeksekusi (dilelang) semua barang ja-
minan emas, berlian dan paset harus ditaksir 1lagi
menurut peraturan taksiran yasng berlaku.taksiran ba-
ru ini oleh Ketua ranitia dicatat pada SBK dwilipat
atau psda halaman belakangnya. Eelsmbat-lambatnya
tiga hari sebelum sebelah psrate eksekusi, Kacab he-
rus mengirimkan kepada KDI melalui KDY daftsr hargs
emas yang diparateeksekusi seperti contoh di bawsh
ini @

Cabang Perum Yegadgidll : ceeecsecsccscccccccscssccnes

Nomor Agenda ! ecccsssscscescscscsccsssssse

Harga emas untuk parate eksekusi tanggel ceececcsscs

Harga pasar emas perhiasan 24 krt tanggal eecececcse

B sssssansssvsswns F B0

Daftar harga emas tersebut dibuat tiap bulan dan
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tidak tergantung pada sda tidanys barang emas yang
diparate eksekusi.

Jika dianggap perlu, untuk meramaikan perate ekse=-
kusi ( lelang ) desn menaikkan pendapatan, Yemimpin
parate eksekusi boleh turut menawar bersaing dengan
pera pembeli sebelum parate eksekusi dimuali pemim-
pin pesrete eksekusi harus memberitahukan kepada umum
(para pembeli), bahwa is berhak skan turut menswar
lebih tinggi daripads penswarannya, maska penawsran
ini boleh dibataslken dan barngnya dijual kepeds pem=—
beli yang menawar tersakhir,

Pada waektu parste eksekusi harga penjuslan dan nama
pembeli dicatat oleh pemimpin parate eksekusi  sen=
diri pada SBK dwilipat bersangkutan dengan  potlot
mersh steu biru. Oleh pegawai pencatat (sekertaris )
(yang tidak boleh merangkap pekerjasn pemimpin para=-
te eksekusi) pendspaten dari barang yang telsh di-
juel dicatat dengan tinta, dengan angke dan huruf di
dalam buku yang dipakai oleh sekertaris menurut pen=
dengarannya. Supaya pekerjaan parate eksekusi dapat
dilakukan dengan cepat, maka sebelum parate eksekusi
dimulai pegawai Barang Kredit harus mencstat di da-
lam buku sekertaris dengan tinta-tinta dengan nomor-

nomor barang yang ekan diparate eksekusi yang die
kutip deri SBK dwilipat. Jika ada permintasn pelunas

an dari barang yeng sudsh dimuat di delam buku
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sekertaris ini etsau aselken bzlum jatuh dijual de=
ngan perkataan “tiga kali" sebagai termaksud dslem
ayat 8 pasal ini, maka nomornye tidak boleh dicoret,
akan tetapi dibelskang nomor itu dicstat "LUNAS" de-
ngan tinta,

Sebelum parate eksekusi dimulai, oleh pemersng  kas
kredit atau pelunasan diberikan kepada pemcgung kas
perate eksckusi uang secukupnyas untuk menukar;nonyeae
rahan/pencrinssn uang,

Semua pewbayarsn pada waktu parate eksekuei harus
dilakukan tunsi. Uang ysng dibayar oleh peubeli hae-
rus ditambsh 9% ongkos lelang pembeli den 7%0  uang
miskin., Dalsm hel ini ongkos parate eksekusi peubeli
O% den uung miskin ?%o0 dihitung dari jumleh yang
tertulis dalem buku sekertaris. Untuk mempercepat
pekerjaan parate eksekusi, maka kepada para pembeli
dapat diizinkan membayar sesudsh perate ckoelusi a=-
kan tetapi dzlam hal ini Kacab harus mengawasi bshwa

pera pembeli itu lebih dahulu harus menyetorkan ueng

kepada pemegang kas parate eksekusi sejumlah uang
Jaminan ysng akan diperhitungkan kemudian sehabis
parate eksekusi, Jumlah pembelian ini tidak boleh

melebihi banysknya uang yang disetor labih dshulu
itu,
Besudanh semus barang habis dilelang, pendepestan le-

lang yanz ditulass dslam buku scekertarie dijumleh 4di




16.

17«

18.

19.

bawah tanggung jawadb pemimpin pzrate eksekusi.
Jumleh ini dicocokkan dengen jumlsh menurut catataﬂ
pads SBK dwilipst, kemudian sps yang dicatat seker-l
teris ditandatangani oleh papawal sekertsaris ter=
sebut dan pemimpin parate zksekusi., Di dalem cotaten
sekertaris harus dicetat juge jam permulaen dan se-
lesal parate eksekusi.

Barang A den E yang peds parate eksekusi dibeli olch
Negera tetap dipegang oleh peyawal berang kredit dzn
barang C dan D tetsp dipegang olch pemimpin parate
eksekusi.

Yemimpin parate eksekusi tidak boleh  meningralkan
tempat pnrote eksekusi, sebelum pekerjuan tersebut
selesai dun uang pemegang kas parate eksekusi dise=-
rahkan kepedanysa.

Sehabis psrate eksekusi kepada setiap oranz  den
kongsi dilarang melelangkan dan/atau meniualbclikean
barsng yang telah mereka beli dari psrate ekselkusi
di helsman csbang.

SBK barang yang telah dilunasi dikeluarkan dari ber-
kas yang bersangkutan pades hari sesudsh hari perate
eksekusi dan dibinasesken (dibakar) oleh seorang pe=
gewai yang ditunjuk oleh Kacub. SBK ysng sudah di-
perate eksekusi disimpan oleh Kacsb dan dibhinasakan
sesudah mendapat persetujuon KDI. SBK berang yeng
tidak boleh diparate eksekusi disimpan sampai I3 Tie

dapat khabar dari KPPP.
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SBK barang Negara dibinasskan sesudah barang yang
bersangkutan dijusl habis atau sesudsh ada perintah
dari KPrP mengenal bareng negara yang bersangkutsn
Penyetoran ongkos pembelian lelang dan uang miskin,
harus disetor satu hari sesudah parate eksekusi di=-
laksahakan dicabang penyetoran tersebut dapat dilak-
sanakan sebagal berikut :

- Penyetoran dilaksenskan di Kas Negara atasu kantor
pos setempat dengan menggunakan tanda setoran KK
44, yaitu untuk ongkos parate eksekusi 9% dan une
tuk uang miskin 7%o.

- Untuk memperoleh blangko tanda setoran Kacab harus
menghubungi Kas Negara atau kantor pos setempat.

- Petikan risalah parate eksekusi berikut tembusan/
lembar ketiga tanda setoran supaya disesmpaikan ke
kantor Wilayash direktorat jendral Pajak  setempat
selambat-lambatnya 5 hari setelah bulan parate ek-
sekusi.

- Pengeluaran dari Kas Cabang supaya dibukukan di
bawah kepala "rupa-rupa lainnya“.

- Tanda setoran K.K. 44 :

+ Lembar ke I untuk lsmpiran

+ Lembar ke II untuk arsip Cabang

+ Lembar ke III untuk laporan ke Kanwil Direktorat
Jendral Pajak.

+ Lembar ke IV untuk Kas Negara atau Kantor Pos

yang bersangkutan.
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Husodo, Kacab Perum Pegadaian Pare-Pare ( wawancsra
tanggal 13 Mei 1992 ) sebagai berikut :

"Menurut peraturan pelasksanaan parate eksekusi pada

pasal 28 ayat 11 tersebut diatas dianggap tidsk te=-
pat, dengan alasan, kemungkinan adas kecurigaan yang
timbul di entera paras anggota pembeli lelang lain-
nya, harga barang yang skan dilelang akan diper-
mainkan dan kemungkinan ada persekongkolan diantara
panitia lelang (parate eksekusi).
Untuk menghilangkan rasa kecurigaan demikian, maka
semua dari pegawai Perum Pegadaian tidek diperboleh
kan ikut serts dslam pembelian lelang yang dilak=
sanakan oleh Perum Fegadaian tersebut®,

Pada tanggal 14 Mei 1992, Perum Pegadaian Cabang Pa=-
re Pare mengsdakan parate eksekusi terhadap barsng-barang
Jaminan debitur yang lalai terhadap kewajibannya.

Sesuai pengamatan penulis, parate eksekusi dipimpin oleh
Kacab dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yaitu, se=
orang sebagal penaksir, seorang sebagal pembukuan dan se-
orang lagi sebsagai pemegang barang jaminan dan semua dari
pegawai Perum Pegadaian yang bersangkutan.

Pelaksanaan parate eksekusi tersebut berlangsung dengan
lancar dan aman.

Barang-barang jaminan yang diparate eksekusi adalsh
barang-barang perhiasan emas, dengan jumlah sebagai ber-
ikut:

Jumlsh keseluruhen sebelum terjadi lelang sebesar 263,71grm
sedang yaeng terjual lelang sebesar 154 grm dan sisanya se-
besar 109,1 grm;

Dan sisasnya tersebut sebagai milik negara dan akan dijual

secara berlahan, untuk mengembalikan uang negarae
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Rahmatia, tinggel di kelurshan Tirung, Kec . Watang
Sawitto, Kab. Pinrang, salesh seorang dedbitur yang lelai
terhedap kewejibannya ( wawancsra tznpgzal 15 Fei 1992 ); -

"Barang jaminannya sebanysk 22,5 pram 24 karat de-

ngan uang pinjaman Rp.29.000,-

Barang jaminannys diparate ckeselusi, karens ia la-
lei untuk menebus bareny: jaminannys dan diketahui
setelah sudah jatuh parate eksekusi (lelang), dan
ia hanya mendapat sisa fye 6.000,- dori hacil  pen-

jualan lelang dikurengi dengan hutangnya kepadu de=
bitur ( Perum Pegadsian ) tersebut",

4.4 Hal-Hagl Lain
Adapun heal-hsal lain dapat dilihat pada Bulu Tatsa Pe-
kerjaan ( BTP) Pegadaiczn, sebersi berikut :
1. Barang Negara

Barang Negoara dalam BTP Pegadaion dimuat pada pasal

30 yesitu mengenai ketentuan umum ialah

- Barang jaminan yang dibeli untuk negara dijusl di-
bawah tangen. Jika diperlukan dari barang ini da-
pat diperguanakan oleh pemimpin Kursus Penzksir
sebagal bahan pendidiksan.

- Barang Negsra yang dibeli dslam satu tahun sedapat
mungkin harus diusahakan azar pada tehun berikute
nya sudeh terjual keseluruhsn.

- Betiap parate eksekusi selesai dilsksenaken.Barang
Negara ini ditulis dengan urut di dalam buku  pemn-
belian dan nomor urut di dszlam buku penjualen yang
disediskan tiasp-tisp tahun anggarsn. Harga pemn-

belian 9% ongkos parete eksckusi (lelang) pembeli.
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Jumlah dari parate eksekusi yang dshulu harus die
tulis dengan tinta mersh di bawash jumlsh deri pa-
rate eksekusi yang terakhir dan kemudisn dijumlah-
kan seluruhnyae. :

- Barang negara dari tiap parate eksekusi dibukukan
dan sebagai bukti akan kebensran isinya Kacab he=
rus membubuhkan tandatangannyae

- Barang Negara yang diminta oleh Hakim/Jgksa/Polisi
harus diselesaikan menurut petunjuk passal 7. Ten-
tang penyershan itu harus dicatat pada petak "ke=-
terangan".

- Penyershan barang negera dan penerimaan kembali
dari hekim harus segera dilaporkan kepada KPPP
( Inspektur Umum ).

Orang yang harus menerima bareng negara yang ber-
sangkutan, harus mengganti kepada pemilik ( Perum
Pegadaian ) herge pembelian + 9% ongkos parste ek-

sekusi pembeli + 7%0 uang miskin.

2. Penjuslan barsng negera ( pasal 31 BTP Pegadaian ) :

- Penjualsn barang negara tidek boleh dilakukan se-
belum harga penjuslan ditetespkan oleh Panitia.

- Harga penjuslan ditetapkan oleh sustu panitia yang
terdiri dari Kacasb sendiri dan seorang penaksir.
Harga penjualan ditetapkan setinggi-tingginya de-
ngan mengingat harga pasar pada waktu itu ., Harga

tidak boleh kurang dari harga  pembelian, yaitu
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Uang pokok + Uang bunga + 9% ongkos parate ekse-
kusi pembelian + 7%o uang miskin + 3% ongkos Dpa=-
rate eksekusi penjual + premi pegawai penjual,jume
lahnya dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.
Pada tiap-tiap barang negara digantungkan kitir
dengan menggunakan benang dan diplombir dengan ma-
tris Kacab, sedemikian rupa sehingga barang-barang
tidak bisa ditukar.

Pada kitir harga tersebut ditulis :

+ Nomor urut

+ Tanggal parate eksekusi

+ Harga penjualan

+ Cap nama Cgbang di sebelah belakang kitir.
Setelah pekerjaan diatas itu selesai, mska barang
A dan B oleh pegawai barang kredit diserahkan ke=
pada pegawal penjual barang negara atas tanggungan
Kacab, dan barang C dan D oleh pemimpin parate ek=-
sekusi diserahkan kepada Kacab. Pegawsi yang mene-
rima barang-barang negara harus membubuhkan tanda=
tangan untuk menyatakan bahwa ia telah - menerima
barang-barang itu untuk jumlah dan keterangannya
harus cdcok, serta jepitan dan ikatannya terdapat
baik.

Barahg negara yang akag dijual dimssukkan ke dalam
lemari dan peti barang negara yang harus dikunci
dengan baik serta diperlihatkan kepada umum di ru-

angan tempat penjualan barang negara atas tang=
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ngan pegawai penjuel yang bersangkutan, Beranz Ne-
gare C dan D tiap hari, pade wzktu Cabang ditutup,
harus disimpan di dalam lemari besi.

Penjualan barang negars dilakukan di bawash tangen
dengen tunai oleh pegawai penjual menurut harga
yang tersebut pade kitir harganya. Pegawai penjual
menerima premi sebesar yang ditetepkan dengan su-
rat ederan untuk tisp barang yang laku dijusl. Ji-
ka Kacab scndiri yang menjuasl barang negsrs, maka
ia tidak berhak menerima precul. Semua premi atas
barang negaera yang terjual dclam satu bulan, diba-
yarkan pades hari kerje yasng pertama dari bulan ber
ikutnya, kecuali premi tentané penjualan dalam bu=
lan=bulan itu,

Kitir harga dari barang-barang yang telah laku di-
jual digunting benangnys seclanjutnya dengan jepit-
annya yeng utuh disimpan oleh peguawal penjual same
pai tutup loket.

Tiap-tiap harga penjualan menurut kitir harus di=-
tulis oleh pegawai penjual.

Sesudeh tutup loket benysknya barang dan uang pen-
dapatan dijumlah, ditulis dengsn angka dan dibubu=
hi tandatangah oleh pegawai penjual kemudian uang

hasil penjuaslan bersama dengan kitir-kitir harga
diserahkan oleh pegnwai penjual kepada Kacabe.

Mol Kacaly it by _ - .
leh Kﬂ\,-ﬂ.] dlperiiess d 811 ;_1;_;__3, h derg an boetiul .




kas kredit. Penyerashan ini harus diketashui oleh

Kacab ( waekilnya) dengan membubuhkan paraf di be-
wah jumlah uange.

Jumlah dari heri yang lampau harus dipindeh di
bawah pendapatan hari itu dan dijumlsh lagi.Jumlah
besar ini psda penghesbisan bulan ocleh Kacab harus
dicocokkan dengan pendapatan. Penjualan barang
C dan D tersendiri, jumlah pada tiap-tiap hari di-
pindahken dari pegawsi penjual barang A dan B, ke~
mudien dijumleh legi, jumlah terakhir ini ditulis
sebagai penerimaan di bawah kepalas "Barang Negars
Tiap hari banyaknya barang negara yang telah di-
Jual pada hari kemarin oleh salash satu pegawai bu-
kan penjual, sesuai dengan adanya kitir-kitir hare
ga yang dipegeng oleh Kacab, yeng disediekan untuk
tiap-tiap tsehun. ‘
Pekerjaan menghapus diperiksa oleh Kaceb atau wa-
kilnya pada tiap-tiasp nomor dibubuhi paraf . Tiap
hari jumlah harian ditambsh dengan jumlah hari-hs-
ri yang sudeh lempau untuk tiap-tiap bulan, demi-
kian juga dari tiap-tiap bulan., Maksud pekérjaan

ini islah sgar setiap waktu dengan mudeh  dapat
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ditetapkan dan diperiksa sisa jumla barang negeara
dan harga pembelian + 9% ongkos parate eksekusi
pembeli + 7%0 uang miskin sisa harus sema dengan
Jjumlsh barang yang belum dihspus.

-~ Apabila perlu barsng negara yang tidakllaku dijual
di suatu tempat dengan isin KPPP boleh dikirim ke-
Cabang isin untuk menjual, usul mengenai hal ini
harus diajukan oleh KDP atsu KDI, Kepada KDP atau
KDI akan disampaikan petunjuk tentang pemindahan
barang dean membukukannya harus dilakukan oleh pa=-
nitis yang terdiri dari Kacab atsu wakilnya dan
dua orang pegawai.

- Apabilas dikemudian hari ternyata, bahwa barsng-
barang negara tidak dspat dijual dengan harga yang
ditetapkan, maeka harge penjualannya hanya boleh
diturunkan oleh KDP menurut  ketentuan-ketentuan
KPPr.

- Bareng negara yang terjadi karena taksirennys ter-
lalu tinggi, kecurangan, palsu dan sebageinya yeng
tidsk wajar, mska pembelian + ongkos yeng beru
harus ditetapkan lagi berdasarkan harga soat pe-
nerapan oleh panitis yang terdiri dari KDP sebagai
ketua, Kacab dan pejebat kedua masing-masing ang-
gota dan harus segere dilaporkan hgsilnya kepada
KPPP (Inspektur Umum) lewat saluran dinas.

- Pegawai penjual barasng negara tidek menjslankan
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tugasnya lebih dari 4 bulen berturut-turut.Apabila
penjualnya digenti maka serah terims dilalkukan,
Apsbila sipenjual sakit atnsu Karens hel lsin Giom
hungga tidek dapat menjnlankan pekerjannnys maka

Kacab menunjuk pegswoi loin untuk menggontinys,

3« Tata Usshs den pemeriksaan Barang Negara (1 pasal 32
BTP Pegadaian )

Untuk tiap-tiaep teshun pembelian, bersng negsra

1]

yang dibsgi menurut rubrik-rubrik, golongan beran

L

~

Jaminen, semua barang kain dimasukksn delam satu pe-
tak. Tiap hari Kacab memberikan kepada pegowel  me-
ngisi buku gudang hanya selama waktu yang diperlukan
untuk penzisien. Sesudsh pengisian dikerjakon, di-
kembalikan pada Kacab yens; kemudign oleh Kacab  di-
simpaen di dslam lemari yenp selalu terkunci, pengisi
buku gudang tidak boleh merangkasp sgebageli perawsil
penjual.

Jumlah barang negara dimasukkan yangz oleh Ka-
cab berdasarkan SBK dwilipat paratc eksekusi. Kitir=-
kitir harga dari barang yang dijunl, pads esok hori-
nya dihitung oleh pengisi buku (rudanr memarut rubrik
atau polongan. ~
remeriksaan baramg dari negara yang menjadi tanggung

an pegewai penjual, sebelumnys herus dihitung, pe-
Jebat yang melskukan pemeriksuaan harus mencliti tere

lebih dahulu apakah barotre oomn e e t-11s Ai junl

o s
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peda hari pemeriksaan telsh dibukukan., Apsbila cocok
harus mebubuhkan paraf pada tiap-tiap kitir. Kitir
tersebut harus dipegang oleh pejabat yang melskukan
pemeriksaan, sampal pemeriksaan selesai. Sedikitnya
satu kali dalam satu bulan, barang negera harus di-
hitung. Tiap hitungan harus selalu . diikuti  peme=-
riksagn ini terang-terang yang ada. Untuk barang ne-
gara harus disimpan dengan baik sampai diperoleh ke-

putusan KDI tantang pembinaannya atas usul Kacab.

Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Tehunan Barang
Negara.

Pertanggungjawaban barang negara dikirim ke=-
KPPY (Inspektur Umum) jika dilakukan serah terima
pimpinan Cebang. Dimulai dengan sisa jumlah dan har-
ga barang negera psda tenggel 31 Maret © tshun yang
lalu tembah dengan pembelian dan dikurangi demgan
penjualan barang negara sampai dengsn sebelum dila-
kukan sersh terima, apabila dalam tahun ini sudsh di
laksanskan serah terima pimpinan Cabang.
Harus ditandatangani Kacab ysng lama atau orang yang
dikuasakannya, demikian juga oleh panitia serah te=-
rima setelah dibubuhi "Sudah diperiksa dan terdapat

cocok”.

Usng Kelebihan
Unsur membaysr uang kelebihan daeri hasil pen-

juelen parate eksekusi terhadap barang - bsrang
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Jaminan, maka dilakukan oleh orang yang membawa SBK
atsu untuk menerima uang kelebihan dari pendapaten
barang yeng sudsh diparate eksekusi, dipersilashkan
pergi ke loket pegswai yang mengurus permintaan uang
kelebihan. Di Cabang-csbang yang kecil, pekerjean
ini depst dilakukan oleh pembantu pemegang kas.

Uang kelebihan dapast segera dibayarkan sesudah ba-
rangnys diparete eksekusi. Pembayaran uang kelebihan
harus diselessikan dengan perantaraan Kecab, di bawa
dengan SBK aslinya maka permintasn unag kelebihan
segera dapat diberikan.

Apabila eda orang minta uang kelebihen yang
ternyata SBK aslinys hilang, sedengksn barangnya su=-
dah dipatate eksekusi, dslam hal ini diselessikan
oleh Kacab dengan memperhatikan petunjuk sebagi ber=-
ikut @

1. Kepada yang bersasngkutan dapat diberikan ber-
desarkan SBK dwilipat aselkan orang yang ber-
sangkutan dapat menunjukkan bukti-bukti dan
keterangsn yang menyatskan bahwa EBK hilang .
Dalam hal ini diperiksa/dicocokkan dengan SBK
dwilipat selain itu supaya diperikssa surast ke-
terangen dari Pamong Prajs serendah-rendshnya
Cemat atau Komandan Polisi setempat yang me-

nyatekan bshwa benar-benar orang tersebut te-

lah kehilangen SBK. Apabila yang meminta uang
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kelebihan itu ABRI/Pepiwni Negeri Sipil, mncka
surat keterangen tersebut diluetksn/ diketshui
pula eleh Komandan/Fimpinan Xantor yang . bepre
sunpkutan,

2. Orang tersebut swnpgup membuet surst keteran -
an di atas segei b 25,= yang menystakan Pahwa
barang tersebut sungpuh--ungmsuh miliknya don
SBK hilan dan bersedies memikul tanggungjavwah
mengensi skibat hukum mgupun kcuangannys yeng
nungkin timbul karens permintaen usng kelebihe
an ini,

3. Permintasn usng kelebihan hanyes dapst diberi-
kan sesudah lewat 11 (sebelas) bulan dari tang

gal parste eksekusi barang yanyg Lersengkutan,

Oleh pegawai ueng kelebihan SBX her us di-

periksa nama cabang, tanggal permintzan kredit / pa-
rate eksekusi dan apskeh nomornya terdepet di daolam
yang bersangxutan. Selanjutnya di sebelah belnkang
SBK tedi ditulis perhitungan uosrng kelcbihan,
Uang kelebihan hanyn dapat dibayarksn sclamoe sutn
tahun sesudnh toangeal parate chaeckusi daori borang
yang bersangkutan. Apabila waklu yany bercanpkutan
tersebut tidsek dipergunakan moka kedsluarsa dan unng
kelebihan menjsdi milik ncgrnru.

Uang kelebihan tidek boleh dibsyar ssbelum le-

wat 11 bulan sesudah tamresl | iosbe ahschuei

L =L LN 95 30 b 91 l
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barang yang bersangkutan. Apabila menurut hitungan
ada uang kelebihan maks uang ini ditulis lagi dengan
huruf, hitungan psda SBK sasudsh dibubuhi cap, tang-
gal, diparaf oleh pegawai uang kelebihan, demikian
pula nomor SBK. Hitungesn uang kelebihsn dari jumlah
tertentu (yang ditetapkan oleh surat edaran) harus
diperikse oleh Kacab dan diperaf. Kemudian BBK di-
kembalikan kepade pemiliknya dan kepadanya diberi-
tahukan pula banysknya usng kelebihan yang dapat di-
terima pada pemegang kas kredit.

Yemegeng kas kredit harus memeriksa paraf Kescab, pa-
ref pegawai uang kelebihan, apakah perhitungan uang
kelebihan itu sds yang mencurigaksasn. Apabila per=
hitungen itu cocok, pemegang kas kredit lalu membu-
buhiparsf atau tandatangan serta tanggal penyershan
uang kelebihan tersebut., Setelah penerimean usng ke-
lebihan dibayarkan oleh pemegang kas kredit, selan-
jutnys SBK disimpan baik-baik.




BAB V

PENUTUP

5¢1 Kesimpulan

Dari usarsian-ursisn bab demi bab dalam skripsi ini

penyusun dapat mengambil kesimpulan sebageai berikut @

Te

2e

De

4,

Pengertian gadei menurut peraturan rumsh gadai peme=-
rintah pada prinsipnye identik dengan pengertian hak
gadai yang tersebut dzlam KUHPerdata yskni, suatu
perjenjian pinjsm meminjam uang dengan jaminan Yyang
berujud benda bergerak pengawasennya beralih kepada
penerima gadai.

Dgsar hukumnya adzlsh Reglement pendhuidienst 5.1928
No. 81 atau disebut Anggaran Dasar Pegadsisn ( ADP )
Jika didelam itu tidak ditentukan, maks berlsku ke=-
tentuan~ketentuan yang ads dalam KUHPerdasta, tentang
perjanjian pada umumnya.

Mengenai tata cara pekerjaan sehri-hari rumsh gédai
pemerintsh diatur oleh Kepalas Perum Pegsdeisn dengan
berpedoman pada Anggaran Dasar Pegadaian dan Buku
Tata Pekerjaan Pegadaian.

Pinjaman yang diberikan oleh Perum regadaisn ialsh
bersifat kosumtif dan produktif, pinjsman yang di-
berikan dipungut bunga sesuai dengan golongan dari
barang.

Pengertian parate eksekusi (lelang) adalah penjuale=

an barang jeminan debitur yang wanprestasi secara
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umum, atas inisiatip Perum Pegadaisn untuk  mengem-
balikan uang pinjamannysa.

Jika tenggang waktu yang diberikan kepada debitur
itu tidsk dspat dilskukan tepat padas waktunya maka
diberikan suatu kelonggasran dengen jalan menggadai-
kan kembali barang tersebut atau membsyar dengan
angsuran barang yang telah digadaikan.

Pelaksanaan perate eksekusi distur oleh kepala ca=
bang sendiri dengan ketentuan peraturan dari Menteri
Keuangan. Untuk mengadaken psrate eksekusi dibuat
suatu panitia parate eksekusi yang terdiri dari Ka-
cab, dibantu oleh seorang pemegang kas/barang, se-
orang sekertasris dasn seorang penawar parate eksekusi
Sejek tanggel 28 Pebruari 1908 parate eksekusi di-
lakuksn di Kantor lLelang Negara, tetapi dengan ada-
nya suret keputusan Instruksi Menteri Keuangsn,' pe=-
laksanaan parate eksekusi oleh Kantor Lelang Negarsa
menurut Undang-Undang No. 189 atau stbl.1908 dihapus
ken dengan stbl, 126 No.133 dan diperkust lagi de=
ngan stbl., No. 435 tahun 1935.

5.2 BSarsn-Saran

Tujuan pemberian kredit islah untuk membantu rakyat

kecil, maka hendaknya kredit itu disesuaiksn dengan
kebutuhan dari nilei barang jsminannya dan dapat mem
permudsh prosedurnya, sehingga rakyat kecil itu da-
pat terhindar kepada prektek yang dilskukan oleh
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rentenir, gasdai gelsp, den praktek riba lainnya.

2. Apebila dalam hasil parate eksekusi itu sda uang ke-
lebihan meka proses pemberisnnys jengan terlalu di-
persulit dan sebeliknya dipercepat pemberisannya.

3. Bebaiknya pembentukan penitia paraté eksekusi yang
eda pada seksrang ini berjslan di Perum Pegadaisn
Negara ads kerjs sama dengsn intansi yang ada rele-
vansinyas seperti Kantor Lelang Negara dan Kantor Uru
san Piutang Negara dan sebaiknya diawasi dari Peng-
adilen Negeri dimana lelang tersebut diadili.
Demikianlsh kesimpulan den saran-seran ysng penyusun

dapat ambil dari skripsi di etas, namun bukanlah merupaksn
ringkasannya tetapi diambil berdssarkan beberspas keputusan
yang melalui prosedur berfikir yang tepat dan benar.

Dapat juga dikstakan merupskasn inti dari pada pembghagen

pokok-pokok persoslan yang sesuai dengan judul skripsi ini.
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an Parepare dari tanggal 4 Mei 1992 s.d., 15 Mel 1952 untuk bzhan pe=-
nulisan skripsi.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunzkan seperliunye.




PERUM PEGADAIAN
KANTOR DAERAH V UJUNG PANDANG

JL. HATI MULIA No. 4 TELP. 82440 UJUNG PANDANG-90121

Lazcr 1 Kpl6/EKA.V/3519 Ujungpandeng, 29 April 1992
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koriknl 3 Iuin powolition c.te Ythe P 1 wc l
JHr. PA IS AL Mabegiove Pakultss Eokua
Qoiversitas * 45 * Ujuugpendeng
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UJUHGPANDANG

Sohubungan denguu surat Saudsru Fepala Dircrtorut Scaisl Politik
¥2.070/1642/Ds> tanggal 28 April 1992, diberitahuken kepadu Saudara bobve =
k2ol tidak borieberaten neuborikan fein untik mengadekan penelitian di Calang
Porvs Pozogaiep ¥ors Pere Cslum rangks merenuhd persyurcter untul wengikuti
ujiar alnapsi,

idapun wakturye kasi tetaplau mulsi tensgal 4 Mol 1992 8/d 15 =
ol 1982 dengan ketentumn ladwcl sebagud berikut

Bari Senin o/d Esxic Ju: 08,00 cicpui 14.00 wits
Beri Jus'at Jax 0u.00 sespei 10,00 Wita
Bari Subtu Jew O8.00 spempei 11,.5C Vita

Delaw Lul tersebut kami tunjul Suudsrw Xopale Cabang Farum Fega=-
| €ziep ¢ Fore Fery meluk mesberikan pengarsban kepads Ssudura tersebut.

‘ Salain dari pads itu perlu kusi beritabukan bahwa data yung di =
poroled dulax pezelitian tersebut secsta-matu untuk bahan penulisan skripei
Saja dar tidak matuk diuauskan / ¢ipsrgunakar kepsntingen lain,

‘ Adapun penulises lapersn skripei tarsebut diminta supeye 1 (:atu)
ekzesplar untu.t fiririskor ke Kaater Cebang Perus Pegadainn di Pure Pa
mntuk diketahud hasilnys dan sobagal babun dekumentasi,

} Demikian ontuk Ssudars kotahui,

“6-Pa XEPALL EANTOR DARRAH ¥
S ,.-:::nrq.s
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\,
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|-l.1}. TOR DAEHAN V-
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'.o\\__./« RIK, 040047412
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ZENRUSLY ; dixdriukan Yopuds 3

do Tth, Bapak Direktur Dxur Porum Fegadaian € Jekarta,

fs Yth, 82r, Fepals Zanter Sespol Ketamadys Iljungimudung.

5o Yib, Sir, Whow Paiultes Hukus Universitag = 45 = UI‘.‘:EEE“"'E
do &r. Iopala Cobang Perus Pegadsian 24 we .

s=rc Pure,

xman It r———



= ' ATURAN DASAR PEGADALAN. '

N T SRR

(1). Pogadaien dipimpin oleh Kopala '« Kopala Cabang (saat ini Kopale Cebang tk.I,tk.
e Il.a dan ‘kcllsb')s e S~ TV I .
(2)s Kopala Cabang kocuali bordiri dibawah perintah Kopala Jawatun Pegadaian dan
Kepala Daerah Inppeksi yang borsangkuten mapke dia berdiri langsung dibawsh po -
rintgh Kepale Daorsh Pomcrikeapn yany bersangikutans :

(3). Kepala Cabang bertangimung juwad ponuh torhadup sceus umng dan barang yang ada di
Pogadaian/scpela uang dan bereng milik Negura (tangrung jausb sobapal pegawai kon
tobol/tangpungan hisab),

(4). ppobila dipandang porlu cloh Jawntan Pegadaion Kepaln « Kopala Cabang dibantu o
lch pegawai-pegawai antara lain oloh XKepaln Mudi.gtrou Kepalo-Kaopala ihda,
Kalou Kopaln Colunp tidak mamouk belor e karons berhislangia wake dia wkan dduakili
oleh Kopala liuda atau spelah ceorurg dari Kepala-hKepala Muda yodtu yang terlame
dolom dinconys, Kolow Kopala Muda dnd borbalengon yang moukili izlah Kopala tude
berilutnya tiulmnuuruhu; kolanaen dulam dinnunyre.
Jikuluu Kopalu M da atuu Kopulo=Kopala Muds burlnlongan stan wciiay: tidak ada Ke
paln Muda yang oiovwnkili islab pegewsi yan terbanyok gajinya. <ilalau lobih dari
goorung pugawal yanpg sown pniinys yang wmounkiliy Kepnln Cobuays dababe yasg paling:
lamn dolom dingunywu.
lla)l tersobut horus sopgera dilnporkan kopnda Kopala Jawatan legsdaian dan kepade
Bupati (terakhir akan menorusksn laporan kopmds Reuiden). .
Apabllu Koepnla Jewstan Pogadaian mumandang perle untuk kupeaibio o diney Kopa-
1n Jawatan Pogadesion dapat monentikan sonl peruekilan Kopede oo g inl menuut
hal yang dipandnng baik buat dinag,lial itu barus sepera diligend e bupada Hon -
terd Kouangan.

(5)¢ Kopola Jawstan Pegadaian dalam hol yong porlu untuk kepantingen dingu berhok un
tuk momberhentilom bunt sumentara dalam polier jaan (wkoruon) popnuni™ Popodainn-
baik yan; diangkot oleh Pumcrintal, Dupartomen Xouangan maupun yung dimngkat o=»
loh Jawnton sondiri.

Jiklau yang hentikan buat somontora pegawal yang diangkat eoleh Pumerintah, atnu
Dopartomen Kouangan, Kopola Jawaton Pogadoian harus supora myloporksn tontang -
pomborhantinn tersobui pada Dopartomon Kounngen/Pemerintah. Dalum bal yang b
ting oekali pamoni Prajoa borhnk puls membarhantikon buet wvoamon bern procnunis
gadnian, dalam hal i1ni haruu sogore dilaporican kupads Kopsloa Jiwotun Pegadeian
don kupada Pomerintnh ntau Dopuariemun Kowangan apnbila yangs diborhentilan bt
comontara pogawuil yoenp ddangleatl oleh Pomurintah wutau Dupartomen Kouangou.

PaDnl 2
Rouiden, Bupati dan foiston Nosidon harus monjars agar pukorjoon @i P.;;;:;.'Ini:-.n.% dai L
daerahnya tidak dipgangeu vorts wajib mengavasi kelekuan dan pekerjaa= dari pogavei=

Fogadaian. Jikalau olcll pembesar £ tersobut ketalnn bahwa pt_-;;m.'uiﬁ Pupadaion tidak
melakukan peratwran yung/totapkan untuk/oloh Pogadaian,pembesar tersolutl harus me -
laporkan kepada Kepala Jawatan Pepadaian. Apabila sesuatu hal tidak dialur dalem per
raturan atau sosuatu hal porlu scgora @iputuskon malka scbelun ada kejutusan dari Ke—
lala Jawatan, Pamong Praja borkuasa untuk memerintalkan,perintal mana harus dilaksi-
nakan oloh pepawai Pepradainn. Z ai

Patal Je

(1)s Monteri Kouangan monotupkan peratuwrgnl PokerJsan pombulunn dan peraturon-pera -
turan lolang. '

(2). Kopala Jawatzan Popndaian nonetapkan instrukei untuk menjalankan pekorjaan di
Pepadaian dongan-mengingat poraturan torsclutl dalam peraturan ini dan yang tor—
-gobut dalem bagian 1 dari peoal ini. :

. Pazal 4s-
Semun Kopala Cobang dan somua peguwnd Pepadafnn akan dioumpah (atou berjanii) diha
dapan Bupati behwa moroka akan monjalankan peker jaannya menurut yang toroobut dalam
peraturan ini dan poratursn lainnya dongan tulus dan sotic dan Lahua morQlkna tidak a
kan mengumumcan nama ponggndai kopadn siapapun juga koouali kopadn orang yang ter -

ggbﬁugﬁ}nm pasal 10 porcturan ini yaitu oapabils morcka menanyakan wntuk koponting-

pﬂﬂﬂl 5- I
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‘- ] < . -
- Pasal 5. _ -
i " n ) r :
Xacal da popawn dilarans : _ .
1ene Mominjom unug di Pogadaian dimana moroka bokorjn atau mowminjoadcan u- it dan r 1y
barang scbaged tangpungon buat diri sondiri maupun buat orang lainj «ow)any: . W
wonyimpan vurat gadai, monoluo atau menggedaikan barang stoumenorima uang kolebion

koouali sudal ada ijin dard Kecpala Cabang (wntuk para pogowni)dan ijin dord Pemorilc
-8a untuk para Kaoabs E

L, Memboli baranz pada lolanm-lelans Poradaian dimana sajn baik mombell sondird moupurn
monyuruh orang lain, .

2. Mcmbawa maouk ateu keluar barang=berang yang borhaEca atou lain
yanz tidak ddporlukan schari-hari, apabila pegawai® Fogadaian keluar ntau masuk Pogc
daian Kacab yang bersanpgkutan berhnk untuk moengpeledah pepawai-pegaval tcraohut‘ apr
kah molanpgnr poraturan atau tidak, hal scemacam itu boloh juga dijalanken oleh 7a -
mwong Praje, Kopala Juwntan Pugadasian, XKopaln Dacrah Ingpokci dnn, juge Kepala Dacrah
Pemoriksaan, SRR T T B

2 barang atau unng--

3+ Membord 4jin kopadn olapapun Juga nntuk’-.'-a.nantﬂé"'kbru'nngan-.Fegadainu:ycn,r:-tiilaran{; un—
tuk umum kocuali orang torocbut bokerjo untuk Pegadaian atau mengor jnlan pokerjoan—
dinas, . j :
Apabila ada ijin dari Kepala Jawatan Pogadadan, Kcpala Dacrah Inopckoi den Kopala

Doporah Pomeriksann ateu Dupati oranpg—orany Loloh manuk kerusnpan terooluts

o

Paoal Oe

(1)e Semua Larasy: Lorpera yang nkan ddpadatkan acal saje Wbl tdap serat cadad dapat
diberikon uny pinjaman minimum 10 oon (uvelereny: 100 rupish) by dlterimg godod
nya kooupli :

1, ‘Barany yang jules diborikan oloh pomerintal,barang dni aany. lolch ditorimn go-

dainyz apabila pogadal dapat membuktikan balia barang b b wenjadd milik -
nyn. .
2. Surat2 lmtang, surat gkts, surat oficd: dan 1ainl suratl yone Lochiae

_'3. Binatang ntou tanaman yone masih hidup,
4¢ Sopgela mokgnan otmu Larang yang gampruys monlAlewi,
Se¢ Doran;2 yung amat kotor.

6., Dorpng2 yang tilak Loleh dimiliki atau tidak boleh dibawn kulain tempat zpabi -
1la tidak ada £jin 3 bonds indi henyn Loleh diterma patdidnya apnbila eurat 1jin
dapat diporlihatkan verts npabila bordanarkan koteran s polisi hpl tersobut 12
dok dilarae untuk dilelang.

Te DBorenp yang karcnn cmat bosarnya tidek dapat disippan ¢i Popiloiane
8+ Darang yang mudgh monyala atou torbakar.

9. Barang yon;; borbau busuk sorta Laranys yong madah weruasskionm Lorang lein apabl -
1a dioimpan bor-opma2,

10. Baran;: yeng hanya berharga somontarn wolklu oajn atou yang havpgonya neik hnn
oaja ntoun yon.: karone sosuatu sobpl 14dal: Lica dindlal olch popavnd pogudadon.

1le Barang yang akon dignikon olch oreng yan mabuk, ornp yam: lurang ingatan nicu
orng; yaup: tidnk bioa memberikan kotorsngmn yang jolas tontmng berang yeng dign
daikan itu,

(2)e Kopala Jawstan Pogadninn borhak momutusknn apoksh sosuatu benda itu hesus ditolak
f gadeinya Lordagarkan yong tersobut diatag, jika porlu dias borhuslc Juga untuk mome-
rintghkan menolak baran;2 lain torsobut diatac, dalam hal ini harus Adwsmumkan ¥o-
pada publik socars torulis don ditanda tansani oloh Kepalo Jawatan Pogadaisn den

~!

ditompolkan Q4 Pogndaian sohinzia madsh dibaos olch jmblik.

(3). Xopala Jawatan Pogadaian berhak V- berapa wang pinjaman paling Lemysk dibordkan un
_t\_uc tlap-tiap gadalan, V momutuskan

T (4):’ J_jkalau porlu seck:1l4 Kacpb bisa monolak Luat nemontara wektu gadainn darl barpng?
s oYeng okon digadaikan,dalan hal ini ia akan minta keputusan Kopala Jawatan Pepo-

doian dnan Xopala Jawatan Popndaian gkan momorintahkan babwa barang itu harus di
Al aile ulld.‘m';.

josal 1. cl.l....’.il..-.l
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(1)- i tungan untuk monontukan bunga, t'nd.nian yon; nkon Qibnyar’ harun dilnlmlcnn menurut
d.rl‘tar yang torlampir pada poraturan’ ini, uang bunpgn tidnk Leleoh diterik lobih -~
lomn dari padn tompo yong toruvebut dalom daf'tor 11.1:; ucuudahny-\ tompo turno‘but br—
**  rang yopg tidok ditcebus harus: dilolang "

(2) llari annt barang tor..ubut di{_:ad:uk-m dan B-nt ditclms hwu:: dihitung untuk porh:—
tungan bunga. [ yang

(3). Solainnya uang pdnjoman dnn uoasg bﬂ.:..r'\/h:ru Aibryar woenurut daftnr turocbut pore
penobus sckali-scknli tidak boloh dimintn unus atou baranp laimnys logd, :

' pasal G.

i

(1)e Pegadainn ai tutup puda hard Minga dan hari-hard Lesor, apabila manrut Kepala -
Jawatan Pegadaian 1idak adz halangon sesuatu apaptw jugn pada haedihored la:;am.)r.
Pegadodon aken diluka dan banya boloh ddfatup unluk scmentara yaltu pada waats
Jam lolany dari bLppwp=Lipang yans habds tempo padodannya yaitu apnbila dipandong;
perlu ole Kepela Cabang.

(2)s Apalila olch Kepalo Jowntan Pegndaion dipandang poerlu untuk tidak tutup poda hari
Mingmu maka Kopala Jauatan Peopadaian harus menentwizan lari lain untulke menutup Fe-
. pedoian (scbagad pengeanti hari Minggu).
(3)e Jom waktu Pegedpian horus dibuka dan jem horus ditutpp buat masing=masing Pegndazi-
an akan ditotapkan cluh Kopale Jawatan Pepadainn dan di Popaduaian yong: bersangiu-
tan akan diumumnkan kepndn publik.

(4). Kepala Jawatan Pepadaian borhak untul monyuritli tutup Fesadaian pnda sant tertentu
asal 8aja hinl terscbut diwsankan kopadn Fameng Jrais dan diweuskan scearn tertulis
yang ditempelkan dadepan Pepadaian.

pasal G

(1). Didepan Perndatan harus digantung papen noma dengen haruf besar JAWATAN - FECADLI
Dile ) . .

(2)« Didopen Pogadaian dan diruang ysng bolch dimaguki wmm yeitu ditempat yang mudain
kelihatan harus ditempolkan potikan dari peraturai ini yang totapkan oleh Xepalw
Jawatan Pogadaian boersamn dongan terif ‘uanz bung (dalam A.D.P. loma 1 dam 2 dong-

an bzhasa Belands, bahasa anpk Nogori atau decrad, bahnsa l-!ulrwu dan Yghasa Cin=).

= B pasal 10C.

"Koounli ada poraturannya atau apabili tidak ,;.lu 12in ded Ropala Janatin Pogadadan o=
tau Inspcked atau Pemerikun buku-buku/contoll™ Pogndalin tidak boloh dabowal keluar -
~'dnn tidak Loloh dibnen olch ‘orang lain (koouali pc.]ub'\tz Poliai ‘atay l‘u"Lu‘lnaﬂ Yaitu
f-\n':b:.la mintn mcmbaon ouku ini untuk kupontinr n jabatannya). .

.

pasal 11.

(1) D..ran{ Yanp hendak digadaikan sebelwmnys diterimn harus dinilgi atas Hon{'\:aunn =
- dan tangrungan Kacab oleh pegawni yang tugsskan untuk: menilai bar: n? yaitu ber-
dasarkan porturan yoang ditetapkan olch Kepaln Jauatan Pegadaion.

‘(2)s ¥opala Jawntan Pepradaion menotapkan tabol untuk nilnian Laran/ 2 “tercobut’ dnlcm -
ayat I diastano dengon unn: pinjnpan tor unmz yong dnnat dibasdlkrn, uang tersclbut
dipinjamkan apabiln porlu penpgadni bica mintn I—-uramg dnlam hinl ini harus dito-
rangzkan pada ourat gadedi yang bersangkutsan bordasarkan peratuavsn yanpe yang, dite—-
tepkan oloh Kepala Jownten Pepadainn,

(3)e Penggodat ckan' menorima uang pinjamen ‘bersorta owrst gadai yang boroangkuton -

' (tidak porlu momakai motorai) den.diluat menurut contoh yang akan ditotapkan o —
Sion eEI3 g, Jowaton Pogadaioh buat 4iap2 Pugadidon serta diderd tonda tertontu yg.

cloh Kepnle Jawaton Pogadninn, duplikat curat poadod alan disom -

pan & Pegadaion yono borsangkutan, " ‘ ‘ '

R o A P (4_} pf“bl Wht fiSssssssnvsnssnnssass s
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T(4) Pudn swn. o endat hoauws dltully sodildt-sedikituya sizgtey 2o cdnlon Bases wrat |
soma denp . nomor wut dalam buku padai, bangsa panpze)ei dan kstorangen yens
jolaos ta;.:uwv_ﬁbarm yong Qipedeikan ndladon dan uwang janjomcn teor o tdan o
rang ‘godn. sondiri? hari onnt digedoikoen, torif uang Lo~ 1 A a.onp 1
na untuk » nghitung.bunga dan tontong sant borang itu el dllals . i s ap :
tddak di1. .us. [ orang ini, koteranpgon tontung )

(5)e Yang boloh ditulis dalam surat gadal satu atwmu satu stel bonda ouje, -an 3 L

apabila pogadal pinta lcbih dard patw’ atel barong ditulis dalow sata curat pood
bolch @aja nonl tidak moropotkan dalom ponyimpinon barang terpolal.

Pa:;al 12, .. . v atou salu )

(1)s Apnbila ada kocurigaan torhadap barang yang okan digadaiken (e, Lin barang co -
lap) makn gadeisn tersobut ditolak dulu. Dorang teracbut diladien wousnl sedang ke
peda ponpngodal diberi surat tenda penerimnan yange beroenghalb. .
Sotolnh itu Kneal aopors mangirdndern barang toraclat kepealy by
dangenn laporan wontang: ponolakan prdadnyn bezemy torscbol, Unluic Sla pdhak Kepo-
ligisn akan memberi curat tanda penerimnatie

* Apabila barang tersobut honldak digedaikem oleh anppatn snratan beraenjnta (wi-
liter) makn bLarans- boverts leporamnya haeus ddkirde kepeda domearian uilitor oo -
tempat (yong berhak menjatulikan hulouman kepada orong yonr alian sen medaikan bo -
rang tercaobut).

tiabon ddoortag

(2)s £pabila monurut pemeriksaan pork:ra oloh polisd atra pensudilon dipciadaion ter-
dapat barang patiai soporti torselat podn nyat 1 dard pansd ind nlia karenn cusu-
atu hel iy padad porlu untuk buktd, barqnge teracbut loay: boleh A mwinte ¢ -
1ch yang: borugjil, baronge toersobut pioan diserghien donson mintns ourat tanda potc
rimann Yoo baroangdut:ti. :

Pacal 13.

(1)e Darang gadni (jaminan) berus disimpan dan dipolilias sebaik= badlay: jingen spee
P rusak atau turun hargniy e

(2)s Pomcriniah bertin sauys Jawsb atas sopala korusilan berang gadal yoit opabiln le-
ruaakan tepsobut L jndi acnn teebolon plan Ladn sebel yone dojnl dijagne Apoti
1x barnee terselul boun B kavenn LGk dieeunt G beadd, wodty gong puny
dodd dpdeds mdnibey ot 1u;0d,
(3)e Lang canti rupel ditolgpkan uolieged bordikut @
as buzt bareng yang bBilang atiaw rusak somn sckali,atou bprans tarsebut tidak bico
dipokai sama sekali uang ganti rupgi sobes:r nilaiannya ditambsh 255 (aton 125,
dori nilaion cant digudatkan).

be Jikn sobazinn dard barpng gadol hilang atouw rusnk atau tddsle dapnt ddpakal lo-
rd uone pcantd yued sobounr nilaten dard bevdan yang runedc A Ladon 250 (atom -
125, dard volicih nddadan lama dongas ndladon setedall Tausk).

Dari uang rantd rupd torsolut (Latk » moupun L) harus dipoton;; dulu dengoan
uang pinjamon dan uang bunganya (yanz dihitung sampal sortn brxen: ditobus) toti~—
pi tidok bolch dibitunp loblh lamp dardi tompo macdwmun yang torcclal dalam dafter
dtungan uang tmngag

(4)s Uong gontd rugt coporti toroobut dalam bab (3) b diatas ditentuken olch Kacod -
pabila ponobus mernen bahwa gantd rugd torselut tidak culup bina minta agar hal
1::-::?;-: diputuck:n oloh Dupnti, Dupati nkon moumberi ksputusan tontan; ganti ru-
r .

(5Y¢ Untuk barang godat yung; hilang atau rusok karena torbakar pombayiran pantl rusi-
Wa akan dibayar ddtempat mulai twyrrol/hard yeng ddtotupkon serta Mwmmkan o -
loh Kopnla Jawatan Poiadadon (menungu penpumamn Kepula Jawatan Pogndaian).

(6)_. Lpobila uenp gonti rupd buat Lerang torbakar tidak diminta dnlam o;tu tphun pote— =
1lah h:_\ri toroolut dulam bagdan 5, dan uang: pranti 1vpd kerena lain cobad yangr ti -
dak diminta padn caat baran:2 torseint boluw dilulang tidak dibayir lagd eloh Jo-

watan. ’
(1)s Uang ganti rupd toroolut diatas apnbtila ddmint;, sknn dibpyarkan kopada pomesang:
- mrat goadai yang barc_.-nn;_‘lcut;m. < ' : o !
N . . . __t

Pﬂ301 . 14: y v E o s » 2 1

(1) 'PO:lo;una aoft-ali monyorahkan surat gadainyn dan ‘mesbaysr uang u:u;,rg pinjamon + u -
4 anya oKan ovnora monurdma barangnya k 14 Y sonvermespia® o
fgrnouui‘dnlnm porutura iui.‘: B ucfmli upab:l.lr: o l'".""’ S Yhigr =

A:Jn hi].lh Seeeresesrssavrrsstbocsene




- &

Aabilds patn aptt menobaz uang pinjaman + usng eganya tidak dihayar atmu jikalau br-
Yoy yon, ersungkatan tidak ditorima olch penobus maka hal tercelut akan -dileporiea -
> Kanter Fuoat Jownton Pogodeion dan telusonnyn skan diputuskon oleh Kepala Javwaton -
Fepedaion. - ¢ ~ >

(2).4abila bordasarkan surat keputusanllakim barang yong digedaikan didapat oleh yang pu -
nya dongon jalan yonr tidok soh maku barang toroctut kembali kopada yanc berhak dengan
tidok porlu momlayer uang pinjaman + weng bungwiya (surat gadainya tidok borlaku).
Untuk itu Kaczb oscbolumnyn harus menerdma dardi hakim yang bersanpkaian curat koteron -
- yoni menarangkan baleza baron: terscbut boruu dikembalikan kepnda  yang berhak de -
trnh gumLZ, Jnturenosn toroziut ditulds pada kertes tidik borzotorsl den Eaesb tidek
verlu membayar ongkon,

-

1 4)e Aualdla penobus molihat Lahua barangnye ruank st.a karena lain scbal kelaratan untuk
aaneprdns ‘barane torsebut dis harus segera molaporkan hal terscbut kepaidn Kacabe Apsbi-
e An wirta tantd ™l moks unne toraohnt aknn dibayar oloh Kacab lardocarksn pasal 13
Mecien B opersburon dnde Tutapd apalila poncbus tolah moembava keluar barangsnyn dari ro-
onee publik pucadaian in tidak berhalk monerimn wang genti rupi,

Pnoal  15a

(1)afpabila seoran: melaporkan kopadn Knonb bahwa sweat palainys hilang sodanpkan barang =
nya ternyats bclum ditobun oleh Kheab laporan tervobut disuruluya muheatat seoran; poe
cavndnyn,

(&) ytratida noovorsny mdnta monctuc boron: yaur teleh dilcperkan hilans rurat sodainyuy Se-
donpelasn ormy torsclat tdak A4 kanel olah potwind popsaladlan bedada dulu moneng: Qdn yic.
wengendaikan iaven;s terselat wokon tobusanys bagan ditolak dudu guerto ourors memberivy

. i kepodo pelapor surat hilang balwa Yarongeenyo ada youyr wea mengbus.
Lonbdile bal tersebut tidek dapat @isolosaikan sceeqrn damad ot pelajor curnt hilon:
tdnk datan e oo 14 heed sesudah pangeilsn Kacab, baray: tercelut ditghon o=
L Kaesb dwm altan digeleoaikon mancrut bagiconm 3odqged pred 3l kEoousd spabila ads -
s atuues Lain derd hekin.

"3 Mkal e moorens mint: menobuc baranonya doenson tidak wombnwp ourat gndai atou gurat -
e ielnanyn karons ragpk tidnk aapnt terbaca tulisannya, m-ka fobnscannyas bieu bion dilo-

" yeni apabila tompo padainyn oudeh hinbio yaitu oloh orang yone dapatl wenoerangzon Kone—
| ds Kncab (et-u knlnu porlu kopsda Kopaln Jawaton Foprodndan apntdla dde tidok mall mona-
rima koputusan Kneab) bahmn dinleh yang mensednikan borany Loescdat abaw dialnd ghles
uardsn dord pengdai, keecusli win koputuoan Inin daed hedeim,

. Pacal 51 2

Wninu perlu penggadei ctml pencbur dapat membavs saksis MHal torsclut tidsk boleh dihalong
Ledoiged oloh pegavadi-pogavai pepadaian.

Pasal 17.

Ll larenpr cadai yang tidak ditehus dalam walkta yaue: terasebut dal-m Jdarie ¥oly sopertii -
sale Marian 1 panal®l (Fecuald barens2 yang torcobut dadam passl 12 Lagdau 2) haran -
Tjual ok lolons peda wedspu, dd tompat Foeadodan atamn Ipdn torgat v sciwanyn 2an
U tentikar oleh Xopels Jpauatan Pooodninn’ batk bust nomin atauae:  bunl sobogion dard
e ; cavan=bare tornalmt,
{ ..‘J.“"-'.-mg: yons tercelmt  dalam paspl 15 baginn 3 masih boleh menclug barominyn apabils be
. um cdijual atsu dibpun kelgin tempat.
tetapi Kopoln Jdavatnn Popsdaisn Lerlick untuk monetspkan (bust cuatn jey-ndaian ) tidak
wilch ditebug sizu A4, ~dadkon logd poda walttn 2 X 24 sobolwe lelanys, suonl hal tersotut
diveantzan dulu seaar: tortulis don ditempllan di Pegndainn.

Y 3).Oren; terselmt Aslam Loyisn 2 dintps Jika tidak ada poraturan yonc torsolut pade koli-

ant teraldir daxd hacian terschut distas masih bigs mengcpadeikon lad barangnys e-s) i

Jovle taneenl yane mundalnlpd 1olanys yenst porinmn luat eadeicoan bavine leracimt,

wane Bveanstut isras memboaysy snckosuy . el metecandalivec meeat eadiang~ untile dipaess

S L LI AL TS o T

Sl et Reraeiat ominde atoa ddsayyear perlu cleh Vauab, melen Uelie ditlutapkan buizpld

dacd munurut paunl 1l

M bt e wapy baru Ruenanc derd pods el youy: limny pencla boarus mo oy or Ludonys, apa-
- dubill penchus plean menerimg bodiyne

Apnbila uang onplon tidak ddbaysa aton surat peodod yons baw tidal diterdms cleh Tce -

nebug aks poraintaan untule mongcadadikan Buranaw s Ligd disnpap tidak jredi don swreat

coalad yang cudsh ditulis diberd tanda wseperlunyy menwrul peraturan yane ditetapkan o =

lch Kepala Jawatan. Peradnion don dikirimcon ko Kimtor Pusat Jruntan Vopadaian BOrConn-

sama surat sadai yang lama apabila surat toerscbul tidak dapat dilombalilzan kepade ran-

JudBe

(4) unll": l’iﬂjﬂl’lﬂllo-..--.--...caa-c.oao--.
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U pinjoma tapat diaﬁ!:rm asalkon tiap angouren tida.h Keong Qisd oo yan, o o7
kin ditotapk..n oleh Kopala'Jowaten Pegadaian, ecdangkan um.k. Lm{_..nou . pue diby
yor jugca. Cura ponganowran dopat ditotapkan wntuk tiap Popadaian osondi. . iondiyi.
Dalem hal mengifbwy u,pe bayongnyus hprus ddgodnikan logd,
-Apabila dplam purat:pudai tortulio. lobih dari patu barang-dun orang. tc roobut aken
"MONgEnEour L.pi-nyatis bLoloh mintn kowbali caloh putu atwu lebih diad jadda barane?
" toreotui pool-u.pe yang ketingeolan 11:.131( 1cb1h dari peda Uefre Yoy diy at dibori -
km'buat b..rnnc yam_, la‘t‘ln;.,ulan. : ,

Pasal 18.
(1).Le1anc dil aksanakan d.i'L ampat yau: drnm..-;r Laik olch Xepala Jawatan Pc;,ndui m.

(2). Lolanc akan diusmumkan cloh kacab memarut poraturan yang akan ditetajdean oleh Kopae
1o Jawatan Pogadeoian. )

Prnoal 19.

Kepala Jovatan Pc,;ai“u i barhak menotapksn peraturan-peratursn lolan: dan peracdia
an lolang aenl mengingat p\.ru*.urnn-parawran lolang yang ditotapln olch Deparic -
men Kouangan/Pomcrintahe ;

Faocal 20,

Apabila.ennt dilelangkon salah satu-barang godal tovarannya kurang dard jwnlsh uep
‘ dan uang bunpga make apebila dipandang perlu elch Kneabd bordaserkon poraturan yans
" 'ada barwng torscbut boloh dibeli luat Nogord. Dulawm hial ind Kepala Javatan Popadai

an gkan mombori kopatusan lobih lanjut demi keuntunpgon Pomerintal.

o * Pasal 2.

(lJ Dnri' lnkm'wa lolany Botoloh ddpotong dongan;Meps + uang bunga maka siosnya.ekan 5o
¢cra disodiakan untul: dibayerkan kepada yang borhak menerima.

(2).Umg "kolobihan terscbut apabi o diminta oleh pombawa surat padail akon sopers disce—
rahkan kepenpggeded.
Apabila surat gadai tersobut t\.lnli dzlapo“kan hilang kepedn popraduizn akan d.ibon-
tahu bahwa ada yang meminta uwang kelebihan dun kepada pombawa surat gadai jangan
dibayerkon dulu. Kalau gl toroccbut tidak bisa disvlosaikon sccara damal ptaw ope-
bila didalom tompo 14 hari sosudah pangpilan Kaoob puuggugai naa}. datang otaw ti-
dnk bisa dikotemukpn unngs kelolhiban akan diboyoazio Siopada yaus dapnt menerangckan
ropada Kacab bahwa dialab yan;s berhak mencrima uang: kelebilinn torselut. Soandainya
orang tersobut- tidok dnpat menorima kejutusan Kacab lboleh minta Koputugan Kopal: -
Jawatan Pogadcians Dalum hal ini  wang kelobiban tidsk bolsh dibaymk:n dalam toa~
po tersobut bpriun 4 dari paoal ini.

(3) Apabilp pominta uan; kolgbihan tidak mombawa surat gadal atau membawa surat paded
; totapi tidak terbaca tulisannya(ruoak) maka hal ini diurus woperti tersolut dalem
ponchabism ba.,_,inn 2 dz.:i Pasal ini.

rd)-“"“ﬁ Kelobilian yong: dalam tompo 1 tahun sesudah lolang bodwm ddminta :lon :ncnjn(\i

Mk Youcrln gohy kocuali kaluw yang borsonvikutan dalon Tmpks foo (ot f
: untuic gpgimianyn totapl < -iuae cepuattt hnl bolws bide a&'&ﬁuhﬁu ’/&f"'
%mbm Kipala Juvwatsn Pops ..un dapat @ ftorima.

#ngal - 22,

ﬁpabiln pegi-ai2 Pejndaian molangiar peraturan? doled pemncun:. 1al arev furas Fe-
rintohi/instiuksi2 loinnya mercke dapat dijatuld hulunan duee BeAbdt  fuoct &elaf
Felanganran tidak boloh lobil dari 1/10 gaji ootiap Luloy

Donda toroolmt akan ditutopkan oloh Kopala Jouaton Popndodas umk KCep EMA 2 Gene -
_ruorin‘tnh dan dipotunc c‘.ari ‘wadi buat Wlan yang alan d-rlo.“?

: Pasal 23,
Poraturan ini ddsingkat "Ro gl omo 27 v

il
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